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ABSTRAK 
Evi Arifin. Penyalahgunaan Psikotropika Jenis Cathinone Di Indonesia 
Ditinjau Dari Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit Traffic in 
Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988). (Dibimbing oleh 
Syamsuddin Muhammad Noor dan Birkah Latif) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan 
Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs 
and Psychotropic Substances, 1988) sebagai bagian hukum narkotika dan 
psikotropika terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika dan penerapan 
sanksi bagi pelaku penyalahgunaan psikotropika jenis cathinone di 
Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
yuridis normatif. Data dari penelitian ini diperoleh dari penelitian 
kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk 
mendapatkan hasil yang besifat deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian, pada Konvensi  tentang 
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 
(Convention Against Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances, 1988) telah diatur penerapan sanksi bagi pelaku 
penyalahgunaan cathinone dimana konvensi 1988 memasukkan 
cathinone kedalam daftar narkotika golongan 1(satu). Namun, penerapan 
sanksi bagi pelaku penyalahgunaan psikotropika jenis cathinone di 
Indonesia dimana cathinone merupakan psikotropika jenis baru yang 
belum di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika maka langkah yang dapat ditempuh adalah menyempurnakan 
undang-undang tersebut dengan langkah judicial review sesuai dengan 
aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang  Mahkamah 
Konstitusi. 
Dari kesimpulan tersebut, Konvensi 1988 merupakan land mark 
narkotika dan psikotropika internasional yang telah memberikan aturan 
untuk bertindak dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan 
psikotropika. Oleh karena itu, kurangnya mekanisme dan kemajuan dalam 
penegakannya sehingga dalam hal ini perlu adanya ketegasan dari 
pemerintah serta sanksi hukum yang dapat menimbulkan efek jera bagi 
setiap pelanggar. 
 
Kata Kunci : Penyalahgunaan Psikotropika, Cathinone, Convention 
Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic 
Substances, 1988. 
  
v 
 
ABSTRACT 
 
Evi Arifin. Psychotropic abuse cathinone type in Indonesia seen from 
Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic 
Substances, 1988. (Supervised by Syamsuddin Muhammad Noor and 
Birkah Latif). 
This study aims to determine the extent of the implementation 
Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic 
Substances, 1988 as part of the law against of narcotics and psychotropic 
substances to perpetrators and misuse of psychotropic sanctions for 
perpetrators of abuse of psychotropic substances kind of cathinone in 
Indonesia. 
The research method used in this paper is normative. Data from 
this study were obtained from the research literature which is then 
processed and analyzed qualitatively to get descriptive results. 
Based on the research results, on Convention Against Illicit Traffic 
on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 has set sanctions 
for perpetrators of abuse cathinone which the convention in 1988 put into 
the list narcotic of cathinone on group 1 (one). However, the application of 
sanctions for perpetrators of abuse of psychotropic types of cathinone in 
Indonesia where cathinone is a new type of psychotropic drugs that have 
not been regulated in Act Number 35 Year 2009 on Narcotics then steps 
can be taken is to improve the act to move for judicial review in 
accordance with the rules in Act Number 8 Year 2011 concerning 
Amendment to Act Number 24 Year 2003 on the Constitutional Court. 
The conclusions, the Convention and the 1988 are a land mark 
international narcotics and psychotropic substances which have given the 
rules to take action in the fight against abuse of narcotic and psychotropic 
substances. Therefore, the lack of progress in its enforcement 
mechanisms and so in this case the need for firmness of the government 
as well as the legal sanctions that can be a deterrent effect for each 
offender. 
Key word:  Psychotropic Abuse, Cathinone, Convention Against Illicit 
Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 
 Sebuah pepatah melayu menyatakan “tidak lagi bersuluh batang 
pisang, tapi bersuluh matahari” demikian sedikit ungkapan istilah lama 
yang dikaitkan dengan masalah penyalahgunaan psikotropika. 
Penyalahgunaan psikotropika sekarang ini tidak lagi secara sembunyi-
sembunyi tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan para pemakai dan 
pengedar dalam menjalankan operasi zat terlarang tersebut.  
Seiring dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek 
kehidupan, maka seiring itu juga masalah-masalah yang timbul dalam 
masyarakat semakin kompleks dan diantara masalah itu yang menjadi 
perhatian penting pemerintah dalam beberapa tahun ini adalah 
permasalahan penyalahgunaan psikotropika. 
Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya 
saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan 
akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis 
psikotropika1.  
Masalah penyalahgunaan psikotropika ini bukan saja merupakan 
masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, 
                                                             
1  Macam-macam jenis psikotropika terdapat pada golongan I,II,III,IV Convention Against 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 lihat pada halaman 
10 s/d 16 yang telah penulis lampirkan. 
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melainkan juga bagi dunia Internasional, kekhawatiran ini semakin di 
pertajam akibat maraknya peredaran gelap psikotropika yang telah 
merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi 
muda, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan 
negara pada masa mendatang. 
Penyalahgunaan psikotropika di Indonesia, sekarang ini sudah 
sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain 
karena mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan 
penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran 
gelap. 
Psikotropika apabila digunakan secara tidak teratur menurut 
takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik2 dan mental3 bagi 
yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada 
pengguna itu sendiri. Psikotropika merupakan obat atau bahan yang 
bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi zat yang 
berbahaya bagi penggunanya apabila disalahgunakan. 
Psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun 
sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh 
                                                             
2 Bahaya fisik seperti euphoria, dellirium, weakness, drowsiness, coma, dan gangguan 
fungsi organ pada tubuh pemakai. Widjaya, A.W., Masalah Kenakalan Remaja dan 
Penyalahgunaan Narkotika, Amico, Bandung, 1985, hal. 8 
3
Bahaya mental seperti keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk 
mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional, 
perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian.Ibid, hal. 9 
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selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas 
pada aktivitas mental dan perilaku. 
Adanya psikotropika jenis baru di Indonesia yaitu cathinone 
merupakan kekhawatiran dan ancaman yang besar bagi generasi bangsa. 
cathinone merupakan alkaloid yang diekstrak dari tamanan khat (Chata 
edulis), tanaman herba yang banyak tumbuh di Afrika bagian utara dan 
timur.4 
Chatinone mempunyai struktur kimia mirip dengan obat-obatan 
yang sudah kita kenal efedrin dan amfetamin. Para pecandu pada 
umumnya menggunakan obat ini dengan mencoba yang pada akhirnya 
mengalami ketergantungan.5 
 Pada awalnya obat-obatan ini akan menyebabkan efek 
menyegarkan tubuh, menghilangkan rasa lelah, menambah stamina dan 
menambah kepercayaan diri, dan pada umumnya mereka tidak sadar 
akan dampak negatif yang ditimbulkan dengan menggunakan obat-obatan 
ini. 
Dalam salah satu kasus penyalahgunaan cathinone di Amerika 
Serikat seorang pria asal Mexico bernama Marcos Arturo Beltran Leyva 
yang dikenal sebagai Kartel Beltran Leyva adalah pimpinan organisasi 
perdagangan narkoba dan psikotropika yang memperdagangkan kokain, 
ganja, heroin, mephedrone, methylone, MPDV, butylone ke Amerika 
                                                             
4  Christie Chris, Paula T. Dow, Designer Drugs Labeled as “Bath Salts” Facts About 
Synthetic Cathinones, New Jersey, 2011, hal.11 
5
 G Richard Schlaad, Petter Shannon T, “Drugs : Use, Misuse, and Abuse”, Fourth 
Edition (Edisi ke-4),  A Paramount Communication Company Englewood Cliffs, New 
Jersey, 1994. Hal. 89 
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Serikat dimana DEA (Drug Enforcement Administration) mempidanakan 
Marcos Arturo Beltran Leyva dengan hukuman 16 (enam belas) tahun 
penjara dan denda sebesar $2.000.0006 
Pada kasus tersebut pihak DEA mengacu pada Controlled 
Substance Act, 21 U.S.C 802 yang menyebutkan bahwa:  
“The penalties under this section are harsh. If the offence is handles 
by summary procedure, the maximum penalty is a fine not 
exceeding $1000 or imprisonment for a term not exceeding six 
months or both. For subsequent offences, these penalties increase 
to $2000, one year imprisonment, or both. If the offence is dealt 
with by indictment, maximum penalties are even harsher. The 
maximum penalty depends upon the schedule in which the 
substance is found. For Schedule I drugs where the case has 
proceeded by indictment, the maximum penalty is imprisonment for 
five years less a day. For Schedule I drugs where the case has 
proceeded by indictment, the maximum penalty is seven years 
imprisonment. Any offense (organization officer or agent) up to 
$5.000.000 maximum penalties 30 years”7 
Di Indonesia, dalam kasus penyalahgunaan psikotropika jenis 
cathinone oleh Raffi Ahmad tidak di atur dalam Undang-Undang No.35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan, hal 
tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara, 
karena dampak yang ditimbulkan tersebut Perserikatan bangsa-bangsa 
(PBB) dalam Konvensi Perserikatan Bangsa –Bangsa tentang 
                                                             
6  U.S. Department of Justice Drug Enforcement Administration, Office of Diversion 
Control, Drug and Chemical Evaluation Section, Washington, D.C. 20537, 2011 
7
  Controlled Substance Act, 21 U.S.C 802 
5 
 
Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Psikotropika 1988 (United Nation Convention Againts Illicit Traffic on 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) memasukkan 
cathinone kedalam daftar narkotika golongan 1(satu).8 
Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam United Nation 
Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances, 1988 antara lain  dikatakan bahwa : masyarakat bangsa-
bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan 
prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika 
dan psikotropika.9 Pemberantasan terhadap kedua masalah tersebut 
merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama 
pula. 
Konvensi  tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran 
Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nation Convention Againts 
Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) 
merupakan penegasan dan penyempurnaan dari konvensi-konvensi 
sebelumnya, sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas 
peredaran gelap narkotika dan psikotropika. 
 
Urutan penggunaan konvensi hukum psikotropika sebagai berikut : 
                                                             
8
 Konvensi 1988, Psikotropika golongan I  yaitu : psikotropika yang tidak digunakan untuk 
tujuan pengobatan  dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat. Seperti 
Cathinone ((x)-(S)-2-aminopropiophenone). 
9
 Siswantoro, Sunarso. “Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum”,  
PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. Hal.2 
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No. Konvensi Tahun 
1. Verdoovende Middelen Ordonnatie (Stbl.1927 No.278) 1927 
2. Single Convention on Narcotic Drug 1961 
3. Convention Psychotropic Substances  1971 
4. United Nations Convention Against Illicit Traffic in 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
1988 
 
Berbagai aturan telah diupayakan badan Internasional dalam 
mencegah dan memberantas kejahatan psikotropika, Indonesia pun telah 
mengupayakan seperangkat instrumen peraturan guna mencegah dan 
menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. 
Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi 
penyalahgunaan psikotropika tersebut telah diwujudkan dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika. 
Dalam hubungan dengan pengembangan sistem hukum nasional, 
materi muatan konvensi tersebut memberikan arahan dalam 
pengembangan hukum Indonesia yang mampu merespons kepentingan 
Internasional dan kepentingan nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip 
atau kaidah-kaidah hukum Indonesia. 
Pengesahan konvensi tersebut merupakan upaya pemerintah 
dengan penyelenggaraan kerja sama dengan negara-negara lain dalam 
rangka suatu usaha pengawasan peredaran, penyalahgunaan 
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psikotropika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yurisdiksi 
kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi. 
Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat 
menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum 
peredaran gelap psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan 
lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan 
nasional, khususnya untuk kepentingan di dalam negeri, akan diperoleh 
suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran 
psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. 
Peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, 
adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang penggunaan 
psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam 
kenyataan empiris pemakainya sering disalahgunakan, dan tidak untuk 
kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari pada itu, yakni dijadikan 
sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak 
mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. 
Dari beberapa fenomena diatas, dapat dikatakan bahwa masalah 
penyalahgunaan psikotropika tesebut dipandang sebagai masalah 
lingkungan hidup dan merupakan tanggung jawab negara dan 
masyarakat. Oleh sebab itu, kita memerlukan konsep penanggulangan 
secara komprehensif dengan menitikberatkan pada peran serta 
masyarakat serta pengembangan keberadaan sikap dan tingkah laku 
penegak hukum secara intensif. 
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Peran serta masyarakat sesuai kewajibannya dituntut untuk ikut 
bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan penggunaan 
psikotropika secara tidak sah. Peran serta masyarakat misalnya, dalam 
bentuk membeikan laporan adanya penggunaan psikotropika secara tidak 
sah namun demikian, dalam kenyataannya masyarakat kurang 
memberikan laporan tersebut karena masalah jaminan atau keamanan 
dirinya. Pelaku-pelaku kejahatan di bidang psikotropika ini memiliki 
jaringan yang amat luas dan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang 
menggunakan kekerasan. 
Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan psikotropika dan 
upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi 
perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan psikotropika dewasa ini 
sudah mendekati pada suatu tindakan yang amat membahayakan, tidak 
hanya menggunakan obat-obat saja, tetapi sudah meningkat pada 
pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan berbagai 
macam penyakit.  
Perkembangan kejahatan psikotropika dewasa ini telah 
menakutkan kehidupan masyarakat, di beberapa negara, termasuk 
Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan program-program 
pencegahan dan tingkat penyuluhan hukum sampai pada program 
pengurangan pasokan psikotropika. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan Kovensi Pemberantasan Peredaran 
Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nation Convention 
Againts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances, 1988) terhadap penyalahgunaan psikotropika jenis 
cathinone? 
2. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi pelaku pengguna 
psikotropika jenis cathinone di Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Konvensi 
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 
(United Nation Convention Againts Illicit Traffic on Narcotic Drugs 
and Psychotropic Substances, 1988) terhadap penyalahgunaan 
psikotropika jenis cathinone. 
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku 
pengguna psikotropika jenis cathinone di Indonesia. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi 
teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum 
Internasional, khususnya tentang penyalahgunaan psikotropika 
jenis cathinone ditinjau dari konvensi Pemberantasan Peredaran 
Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nation Convention 
10 
 
Againts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances, 1988) 
2. Bagi masyarakat luas dan akademis memberikan sumber informasi 
aktual bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat, khususnya 
kajian mengenai penyalahgunaan psikotropika cathinone ditinjau 
dari konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Psikotropika 1988 (United Nation Convention Againts Illicit Traffic 
on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian 
1. Pengertian Psikotropika 
Psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun 
sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh 
selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas 
pada aktivitas mental dan perilaku.10 
Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma 
ketergantungan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:11 
1. Psikotropika golongan I : yaitu psikotropika yang tidak digunakan 
untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang 
sangat kuat 
2. Psikotropika golongan II : yaitu psikotropika yang berkhasiat terapi 
tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. 
3. Psikotropika golongan III : yaitu psikotropika dengan efek 
ketergantungannya sedang dari kelompok hipnotik sedatif. 
4. Psikotropika golongan IV : yaitu psikotropika yang efek 
ketergantungannya ringan. 
                                                             
10
 http://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika (Diakses pada 14 Februari 2013 pukul 08.43 
WITA 
11
 Konvensi  Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 
(United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances), 1988. 
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Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang 
pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika, tahun 1988 
tersebut maka psikotropika dapat digolongkan sebagai berikut : 
Psikotropika golongan I 
 Broloamfetamine atau DOB  :((±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-alpha- 
methylphenethylamine) 
 Cathinone   : ((x)-(S)-2-aminopropiophenone) 
 DET   : (3-[2-(diethylamino)ethyl]indole) 
 DMA   :((±)-2,5-dimethoxy-alpha- 
methylphenethylamine ) 
 DMHP   :(3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10- 
tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- 
dibenzo[b,d]pyran-1-olo ) 
 DMT   :(3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole) 
 DOET   :((±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-alpha- 
phenethylamine) 
 Eticyclidine - PCE   :( N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine ) 
 Etrytamine  :( 3-(2-aminobutyl)indole ) 
 Lysergide -LSD, LSD-25  :(9,10-didehydro-N,N-diethyl-6- 
methylergoline-8beta-carboxamide) 
 MDMA   :((±)-N,alpha-dimethyl-3,4-(methylene- 
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dioxy)phenethylamine) 
 Mescaline  :(3,4,5-trimethoxyphenethylamine) 
 Methcathinone  :(2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one) 
 4-methylaminorex  :((±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline) 
 MMDA :(2-methoxy-alpha-methyl-4,5(methylenedioxy)  
phenethylamine) 
 N-ethylMDA :((±)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4(methylenedioxy)  
phenethylamine) 
 N-hydroxyMDA :((±)-N-[alpha-methyl-3,4(methylenedioxy)  
phenethyl]hydroxylamine) 
 Parahexyl :(3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- 
dibenzo[b,d]pyran-1-ol) 
 PMA  :(p-methoxy-alpha-methylphenethylamine) 
 Psilocine, psilotsin  :(3-[2-(dimethylamino)ethyl] indol-4-ol) 
 Psilocybine  :(3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yldihydrogen  
phosphate) 
 Rolicyclidine  :(1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine ) 
 STP, DOM  :(2,5-dimethoxy-alpha,4-dimethylphenethylamine) 
 Tenamfetamine-MDA :(alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine) 
 Tenocyclidine - TCP  :(1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine) 
 Tetrahydrocannabinol 
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 TMA  :((±)-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenethylamine) 
Psikotropika golongan II 
 Amphetamine   : ((±)-alpha-methylphenethylamine) 
 Dexamphetamine : ((+)-alpha-methylphenethylamine) 
 Fenetylline   : (7-[2-[(alpha-methylphenethyl)amino] ethyl]theophylline) 
 Levamphetamine  : ((x)-(R)-alpha-methylphenethylamine) 
 Levomethampheta-mine: ((x)-N,alpha-dimethylphenethylamine) 
 Mecloqualone  : (3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)- quinazolinone) 
 Methamphetamine  : ((+)-(S)-N,alpha-dimethylphenethylamine) 
 Methamphetamineracemate : ((±)-N,alpha-dimethylphenethylamine) 
 Methaqualone  :  (2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone) 
 Methylphenidate  :  (Methyl alpha-phenyl-2-piperidineacetate) 
 Phencyclidine – PCP :  (1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine) 
 Phenmetrazine  :  (3-methyl-2-phenylmorpholine) 
 Secobarbital   : (5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid) 
 Dronabinol atau delta-9-tetrahydro-cannabinol ((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-
tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol) 
 Zipeprol   :  (alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta- 
methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol) 
Psikotropika golongan III 
 Amobarbital  : (5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid) 
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 Buprenorphine   : (2l-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2- 
trimethylpropyl]-6,14- endo-ethano-6,7,8,14-
tetrahydrooripavine) 
 Butalbital   : (5-allyl-5-isobutylbarbituric acid) 
 Cathine / norpseudo-ephedrine:  ((+)-(R)-alpha-[(R)-1-aminoethyl]benzyl alcohol) 
 Cyclobarbital   : (5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid) 
 Flunitrazepam   :(5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H- 
1,4-benzodiazepin-2-one) 
 Glutethimide  : (2-ethyl-2-phenylglutarimide) 
 Pentazocine   : ((2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11- 
dimethyl-3- (3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-
benzazocin-8-ol) 
 Pentobarbital : (5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbitur ic acid) 
Psikotropika golongan IV 
 Allobarbital  : (5,5-diallylbarbituric acid) 
 Alprazolam  : (8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3- 
a][1,4]benzodiazepine) 
 Amfepramone : (diethylpropion 2-(diethylamino)propiophenone) 
 Aminorex  :  (2-amino-5-phenyl-2-oxazoline) 
 Barbital  :  (5,5-diethylbarbituric acid) 
 Benzfetamine :  (N-benzyl-N,alpha-dimethylphenethylamine) 
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 Bromazepam   : (7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4- 
benzodiazepin-2-one) 
 Butobarbital   : (5-butyl-5-ethylbarbituric acid) 
 Brotizolam   :(2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H- 
thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine) 
 Camazepam   : (7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5- 
phenyl-2H-1,4 benzodiazepin-2-one 
dimethylcarbamate (ester)) 
 Chlordiazepoxide : (7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4- 
 benzodiazepine-4-oxide) 
 Clobazam  : (7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5- 
 benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione) 
 Clonazepam  : (5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H- 
1,4-benzodiazepin-2-one) 
 Clorazepate  : (7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4- 
benzodiazepine-3-carboxylic acid) 
 Clotiazepam  : (5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1- 
methyl-2H-thieno [2,3-e] -1,4-diazepin-2-one) 
 Cloxazolam  : (10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-  
tetrahydro-oxazolo- [3,2-d][1,4]benzodiazepin-
6(5H)-one) 
 Delorazepam  :  (7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H- 
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1,4-benzodiazepin-2-one) 
 Diazepam : (7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H- 
1,4-benzodiazepin-2-one) 
 Estazolam : (8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3- 
a][1,4]benzodiazepine) 
 Ethchlorvynol  : (1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol) 
 Ethinamate : (1-ethynylcyclohexanolcarbamate) 
 Ethyl loflazepate : (ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3- 
dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate) 
 Etil Amfetamine / N-ethylampetamine (N-ethyl-alpha-methylphenethylamine) 
 Fencamfamin  : (N-ethyl-3-phenyl-2-norborananamine) 
 Fenproporex  : ((±)-3-[(alpha-methylphenylethyl)amino]propionitrile) 
 Fludiazepam  : (7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H- 
1,4-benzodiazepin-2-one) 
 Flurazepam  : (7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)- 
1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one) 
 Halazepam : (7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)- 
2H-1,4-benzodiazepin-2-one) 
 Haloxazolam  : (10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b- 
tetrahydrooxazolo [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one) 
 Ketazolam  : (11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl- 
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4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepine-4,7(6H)-
dione) 
 Lefetamine - SPA  :((x)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine) 
2. Pengertian Penyalahgunaan Psikotopika 
Penyalahgunaan psikotropika merupakan penggunaan salah satu 
atau beberapa jenis psikotropika secara berkala atau teratur diluar indikasi 
medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan 
gangguan fungsi sosial.12   
Peruntukan psikotropika untuk dijadikan obat atau bahan yang 
bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 
tapi disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan 
apabila dimiliki secara illegal kemudian dipergunakan tanpa pengedalian 
yang ketat. Dalam kajian kriminologi kejahatan psikotropika dan 
sejenisnya, digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban “victimless 
crime” dikarenakan adanya dua pihak yang melakukan transaksi namun 
keduanya tidak mengalami kerugian atas pihak yang lain, berbeda 
misalnya dengan kejahatan pembunuhan, pemerkosaan atau perampokan 
dimana jatuhnya korban jelas sekali terlihat.13 
Psikotropika yang sedianya hanya bisa diproduksi oleh pabrik obat 
                                                             
12   http://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika (Diakses pada 15 Februari 2013 pukul 19.10 
WITA) 
13
 Moh.Taufik Makaro,Suhsril,Moh.Zakky A.S. “Tindak Pidana Narkotika” Gahalia 
Indonesia, 2003. Hal. 5. 
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yang memiliki izin sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan 
dan kemudian disalurkan kepada pabrik obat, pedagang besar farmasi, 
sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, 
puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau 
lembaga pendidikan, dan fasilitas rehabilitasi seringkali disalahgunakan 
oleh pihak-pihak tertentu untuk dimiliki sendiri atau kemudian dijual oleh 
pihak lain yang meenginginkannya untuk digunakan dan dimiliki secara 
illegal. 
a. Perkembangan Psikotropika di Indonesia 
Perkembangan narkotika dan psikotropika di Indonesia secara 
historis diawali dengan perkembangan peredaran narkotika, diatur dalam 
Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad No.278 jo No.536) dalam 
kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan 
obat bius. Peraturan perundang-undangan ini materi hukumnya hanya 
mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan 
tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk upaya penyembuhan 
pecandunya tidak diatur.14 
Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Tunggal 
Nakotika 1961, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 1976, pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan 
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. 
                                                             
14
  Siswantoro, Sunarso. “Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi 
Hukum”,  PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. Hal.108 
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Konvensi Tunggal Narkotik 1961, merupakan hasil dari United 
Nation Conference for Addoption of a Singgle Convention on Narcotic 
Drug yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai 
dengan 30 Maret 1961. Secara prinsipal konvensi ini bertujuan untuk 
menciptakan suatu konvensi Internasional terhadap pengawasan 
internasional atas narkotika, menyempurnakan cara-cara pengawasan 
dan membatasi penggunaan hanya untuk kepentingan pengobatan dan 
atau ilmu pengetahuan, serta menjamin kerjasama internasional dalam 
pengawasan narkotika tersebut. 15 
Aturan perundang-undangan berdasarkan Verdovende Middelen 
Ordonnantie (Staatsblad No.278 jo No.536) dianggap tidak dapat 
mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang 
mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkotika di 
Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, 
Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 37.16 
Namun, sejalan dengan perkembangan narkotika dan psikotropika 
dalam kehidupan masyarakat pemerintah Indonesia mengesahkan United 
Nations Convention Against Illicit Traffc in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances, 1988 ke dalam Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1997, Lembaran Negara RI 1997 Nomor 17, dan telah diganti 
                                                             
15  Atmasamita, Romli, “Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum  
Pidana Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, Hal. 28 
16
  Sunarso, Siswantoro, Ibid. Hal. 109 
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menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 
konvensi ini lebih dikenal dengan Konvensi Wina 198817. 
b. Penyalahgunaan Psikotropika Sebagai OTC (Organized 
Transnasional Crime) 
Peredaran dan perdagangan penyalahgunaan psikotropika ini 
dapat digolongkan kedalam kejahatan internasional. Kejahatan 
Internasional berdasarkan salah satu resolusi yang diadopsi oleh Ninth 
United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of 
Offenders di Cairo pada tanggal 28 April – 8 Mei 1995, yakni : resolusi 
tentang International Instruments, such as Convention or Convention 
against Organized Transnational Crimes. Hal ini merupakan tindak lanjut 
dari World Ministerial Conference or Organized Transnational Crime yang 
diselenggarakan di Napoli pada tanggal 21-23 November 1994.18 
Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan 
kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan 
transnasional, melewati  batas-batas negara dan menunjukkan kerja sama 
yang bersifat regional maupun internasional. 
Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional 
telah tampak dengan adanya kaitan erat antara kejahatan terorisme 
dengan kejahatan terorganisasi yang sifat-sifatnya transnasional dan 
diluar hukum penggunaan kekerasan fisik, perdagangan senjata, dan obat 
                                                             
17
  Atmasamita, Romli, Op Cit. Hal. 29 
18  Ibid. Hal. 30 
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bius, money laundering, transaksi gelap, penculikan, penggelapan, 
pemalsuan, perampasan, dan pemerasan. Oleh PBB, hal tersebut bahkan 
dianggap sebagai kejahatan yang dapat membahayakan keamanan, 
stabilitas nasional, internasional, demokrasi, tertib hukum, HAM, dan 
pembangunan ekonomi serta sosial.19 
Disamping itu, atas dasar elemen-elemen bahaya terhadap 
perdamaian dan keamanan dunia, baik langsung maupun tidak langsung, 
pelanggaran terhadap nurani kemanusiaan, berpengaruh terhadap warga 
negara lebih dari satu negara, cara dan alatnya yang bersifat lintasbatas 
serta perlu kerjasama antar negara dalam penanganannya.20 
Landasan untuk menentukan kategorisasi kejahatan internasional 
adalah berdasarkan konvensi internasional, asas-asas umum hukum 
internasional, dan doktrin.21 
Konferensi tingkat meteri sedunia yang diselenggarakan di Napoli 
pada November 1994, telah membahas tentang kejahatan transnasional 
terorganisasi (Organized Transnational Crime) atau OTC. Pengaruh 
globalisasi telah memberikan dampak kepada manusia untuk mencari 
kemudahan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Proses 
perkembangan modernisasi selain telah memberikan dampak positif juga 
memberikan dampak negatif yang mempunyai hasil sampingan berupa 
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  Ibid. Hal. 79 
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  RM, Surachman, Loc  Cit. Hal. 79 
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kejahatan-kejahatan OTC tersebut yang secara sistematis menggunakan 
hasil modernisasi untuk melakukan OTC tersebut dengan tujuan 
multidimensional yang bisa bersifat ekonomis, politis, atau menggunakan 
kombinasi antara keduanya.22 
Unsur-unsur OTC telah menunjukkan semakin kondusif karena 
pengaruh dimensi-dimensi keorganisasiannya yang semakin canggih 
dengan segala dampaknya organisasi ini semakin berkembang cepat. 
Adapun unsur-unsur OTC yaitu :23 
1. Adanya organisasi kejahatan (criminal group) yang solid, baik karena 
kaitan etnis, kepentingan politis, maupun kepentingan-kepentingan lain 
dengan kode etik yang keras. 
2. Adanya kelompok pelindung (protector) yang antara lain melibatkan 
aparat penegak hukum dan sebagainya. 
3. Kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan 
mereka seperti pecandu obat bius dan sebagainya. 
OTC terdiri dari berbagai kejahatan, tapi pada dasarnya yang 
utama (core crime) adalah perdagangan gelap obat bius (Illegal drug 
trafficking). Selanjutnya adalah kejahatan-kejahatan terkait seperti money 
laundering, white slavery, penyelundupan imigran gelap, pembuangan 
limbah beracun antar negara, pemalsuan mata uang, pemalsuan kartu 
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23   Ibid, Hal. 144 
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kredit, perjudian dan sebagainya.24 
Dalam hal ini dikenal pembedaan antara kejahatan utama (core 
crime) seperti perdagangan narkotika dan kejahatan yang mengikuti atau 
melekat pada kejahatan utama (follow up criminality), seperti terorisme, 
pelacuran, perjudian, money laundering dan sebagainya.25 
Struktur kejahatan terorganisasi dengan elemen-elemen sebagai 
berikut :26 
a. Analogi sifatnya yang birokratis. Struktur korporasi yang rasional, 
dikelola dengan baik dan organisasi formal yang diarahkan untuk 
mencapai tujuan yang bersifat spesifik merupakan hal yang khas dari 
kejahatan terorganisasi. 
b. Perspektif sistem sosial. Dalam hal ini setiap unit dikendalikan secara 
bersama dan diorganisasikan atas dasar nilai-nilai kultural yang khas, 
misalnya atas dasar hubungan kekeluargaan antar anggota, atau 
dassar kepentingan lain (sosial, ekonomi, politik) yang sama. 
c. Organisasi struktural dari aktivitas kejahatan. Konsolidasi berbagai 
aktivitas kejahatan ini berkaitan erat dengan organisasi kejahatan yang 
tidak hanya berkaitan dengan perdagangan yang tidak sah, tetapi juga 
bisnis yang sah. Biasanya hal ini berkaitan dengan perjudian 
(gambling), peminjaman uang secara tidak sah (loansharking), 
perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang, prostitusi, dan 
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pornografi. 
d.  Sturktur bisnis dari kejahatan terorganisasi. Hal ini mencakup mulai 
dari pencurian kargo, pemerasan perburuhan (labor racketeering) 
sampai dengan infiltrasi ke dalam perdagangan yang sah. 
e. Taktik imperatif dari kejahatan terorganisasi. Ada dua hal yang 
menonjol dalam hal ini, yakni penggunaan kekerasan dan korupsi 
(ekonomi dan politik). 
c. Peraturan-Peraturan yang Mengatur tentang Psikotropika 
Masalah narkotika dan psikotropika telah menjadi masalah dunia. 
Segala usaha dari masing-masing negara secara internal untuk 
menanggulangi bahaya narkotika dan psikotropika terdapat peraturan-
peraturan yang mengaturnya seperti :27 
1. International Opium Convention (The Hague,1912); 
2. Agreement of Manufacture, Internal Trade and Use of Prepared Opium 
(Geneve,1925); 
3. Convention on Manuvacture and Distribution of Narcotic Drugs 
(Geneve,1931); 
4. Convention for Supression of Illicit Traffict in Dangerous Drugs 
(Geneve,1936); 
5. Protocol Amending the 1912,1925,1931,1936, Instrument (Lake 
Success,1946); 
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6. Protocol Extending The 1931 Convention to Synthetic Narcotic Drugs 
(Paris,1948); 
7. Protocol of Cultivation of the Oppium Poppy and Production and Use of 
Opium (New York, 1953); 
8. International Converence and Drug Abuse Control in Eastern and 
Westrern Asia, Mei 1992 di Wina; 
9. Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance tentang 
Pembekuan Hasil Perdagangan Narkotika, termasuk Mengatur 
Tentang Money Laundering; 
10. Acetylating Subsctance (Control) Ordinance, yakni : Pabrik heroin 
dilarang untuk memperoleh Aceticanhydride. 
11. Konvensi PBB mengenai lalu lintas Perdagangan Gelap Narkotika dan 
Psikotropika, Tanggal 19 Desember 1988 
Beberapa Keputusan Menteri Kesehatan RI berkaitan dengan 
pegaturan Nakotika dan Psikotropika, yakni :28 
1. Keputusan Menkes RI No : 65/MENKES/SK/IV/77 tanggal 1 April 1977 
Daftar Jenis-Jenis Tanaman yang Digolongkan Dalam Narkotika. 
2. Keputusan Menkes RI No : 349/MENKES/SK/IX/1980 Tanggal 15 
September 1980 tentang Daftar Penambahan Bahan sebagai 
Narkotika (Daftar obat Keras). 
3. Peraturan Menkes RI No : 213/MENKES/PER/IV/1985 Tentang Obat 
Keras Tertentu. 
                                                             
28  Ibid. Hal.111 
27 
 
4. Peraturan Menkes RI No : 688/MENKES/PER/VII/1997 Tanggal 14 Juli 
1997 Tentang Peredaran Psikotropika. 
5. Peraturan Menkes RI No : 785/MENKES/PER/VII/1997 Tanggal 31 
Januari 1997 Tentang Ekspor dan Impor Psikotropika. 
3.  Pengertian Chatinone (Chata Edulis) 
Cathinone merupakan psikotropika jenis baru yang dikonsumsi di 
Indonesia, cathinone mempuyai struktur kimia yang mirip dengan obat-
obatan yang telah kita kenal yaitu efedrin29 dan amfetamin30 para pecandu 
pada umumnya menggunakan obat ini dengan mencoba dan pada 
akhirnya mengalami ketergantungan. 
a. Jenis-Jenis Cathinone 
1) Chatinone Alami 
Tanaman chatinone alkaloid phenylalkylamine alami terdapat di 
pabrik Khat (Chata Edulis), tanaman hijau yang tumbuh lambat atau 
pohon cemara asli Ethiopia dan di budidayakan di Afrika Utara dan Timur 
serta di Selatan Barat Semenanjug Arab.  
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  Efedrin adalah zat sebagai stimulan, penekan nafsu makan, obat pembantu 
berkonsentrasi, pereda hidung tersumbat dan untuk merawat hypotensi yang 
berhubungan dengan anaesthesia. 
30    Amfetamin adalah obat golongan stimulansia (hanya dapat diperoleh dengan resep 
dokter) yang biasanya digunakan hanya untuk mengobati gangguan hiperaktif karena 
kurang perhatian atau Attention-deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) pada pasien 
dewasa dan anak-anak juga digunakan untuk mengobati gejala luka-luka traumatik 
pada otak dan gejala mengantuk pada siang hari pada kasus narkolepsi dan sindrom 
kelelahan kronis. 
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Chatinone alami yang terdapat dalam tanaman Khat adalah 
chatinone dan chatine. Cathinone yang paling berlimpah dan kuat adalah 
analog beta-keto amfetamin dengan berat molekul 149,19 g / mol. Molekul 
ini, secara resmi bernama S-(-)-2-amino-1-phenylpropan-1-satu, lebih labil 
dengan adanya oksigen dan teroksidasi serta terurai dalam beberapa hari 
panen atau jika dikeringkan. Cathine bernama resmi 1S,2S-
norpseudoephedrine muncul dari metabolisme cathinone dalam tanaman 
dewasa. Senyawa ini, dengan berat molekul 151,21 g / mol, adalah salah 
satu isomer optik fenilpropanolamin memproduksi amphetamine seperti 
efek kurang kuat dibandingkan cathinone.31 
2) Chatinone Sintetis 
Cathinone sintetik pertama methcathinone dan mephedrone, 
disintesis. Pada akhir tahun 1920 dan sejak saat itu bayak molekul lainnya 
yang telah dihasilkan dan tidak digunakan untuk tujuan terapi diakibatkan 
oleh efek samping yang serius. 32 
Pada tahun 2000, cathinone sintetik banyak menerima popularitas 
baru sebagai obat yang disalahgunakan khususnya dikalangan anak 
muda. Senyawa yang berasal dari tanaman Khat (Chata Edulis) 
dipasarkan dengan nama “bath salts” dan “plant food” dan berlabel “bukan 
untuk dikonsumsi manusia” untuk menghindari undang-undang 
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penyalahgunaan obat, cathinone sintetik dijual di took-toko khusus yang 
dikenal sebagai “head shops”  dan di toko-toko online.33  
Cathinone sintetik adalah beta-keto analog dari cathinone alami 
salah satu senyawa psikoaktif yang terdapat dalam tanaman khat yang 
pertama kali disintetik pada tahun 1929 dan kemudian diperkenalkan 
kembali pada tahun 2003, cathinone sintetik tindakannya sangat mirip 
dengan amfetamin  yang merupakan zat labil yang jauh lebih kuat 
berkaitan dengan stimulasi dari norpseudoephedrine.34 
Perubahan struktur kimia pada chatinone menghasilkan berbagai 
macam turunan zat atau komponen kimia baru yang biasa disebut dengan 
chatinone sintetik. Chatinone sintetik ini mempunyai potensi dan efek 
farmakologi yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan zat aslinya. 
Hingga saat ini terdapat lebih dari 10 buah chatinone sintetik, diantaranya 
yang sering disalah gunakan adalah : 
1. 4 Methylmethcathinone (Mephedrone),  
2. 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MPDV) 
3. 3,4-Methylenedioxymethcathinone (Methylone)35 
4. 3,2-Aminobutyl (Etrytamine) 
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M. Coppola, R. Mondola, Synthetic cathinones: Chemistry, pharmacology and 
toxicology of a new class of designer drugs of abuse marketed as “bath salts” or “plant 
food”. Toxicology Letters 211, Department of Addiction, Italy, 2012. Hal. 145 
34
 Peter Kalix,  Khat: A Plant With Amphetamine Effects, Journal of Substance Abuse 
Treatment, Vol. 5, Department of Pharmacology, University Medical Center, Geneva, 
Switzerland, 1988 Hal.165  
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 Methylone adalah zat turunan dari cathinone yang menjadi permasalahan baru 
penyalahgunaan psikotropika di Indonesia dalam kasus hukum Raffi Ahmad. 
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5. 1-penhylopropan (Methacatinone) 
6. Naphyrone synonyms napthylpyrovalerone, NRG-1  
7. 4-Fluoromethcathinone synonyms 4-FMC, lephedrone  
8. 3-Fluoromethcathinone synonym 3-FMC  
9. Methedrone synonyms 4-methoxymethcathinone, BK-PMMA, PMMC  
10. Butylone synonyms bk-MBDB, beta-keto-N 
methylbenzodioxolylpropylamine 
Mephedrone dan MPDV merupakan dua turunan chatinone yang 
paling poluler disalahgunakan, mephedrone juga dikenal dengan nama 
lain meow meow, plant food, bubbles, MCAT dan bath-salt sedangkan 
methylone dikenal dengan nama lain „expolsion’. Diantara turunan 
chatinone ini, methylone, mempunyai struktur kimia yang sangat mirip 
dengan MDMA/ekstasi sehingga kemungkinan besar efek yang 
ditimbulkan juga mirip dengan ekstasi.36. 
b. Negara - Negara Penghasil Cathinone 
Negara-negara penghasil cathinone yang berasal dari tanaman 
Khat diantaranya :37 
a. Afrika seperti : 
 Ethiopia  
 Somalia  
 Somaliland  
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   Peter Kalix, Op Cit. Hal.166 
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   http://id.wikipedia.org/wiki/Qat (Diakses pada 7 Februari 2013 pukul 19.55 WITA) 
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 Kenya  
 Eritrea  
 Djibouti 
 Uganda 
b. Yaman 
c. Arab Saudi khususnya di semenanjung barat Arab Saudi. 
c. Pola Konsumsi Tanaman Khat (Cathinone) serta Gejala yang 
Ditimbulkan. 
Cathinone berasal dari tanaman Khat, di Afrika daun khat segar 
maupun kering dikunyah untuk mendapatkan efek rangsangannya 
terkadang khat diminum sebagai pengganti teh dan juga dijadikan sebagai 
sayuran. Mengkonsumsi tanaman Khat di Afrika (Ethiopia, Somalia, 
Somaliland, Kenya, Eritrea, Djibouti dan Uganda), dan Yaman dan Arab 
Saudi  bagian dari struktur sosial dan budaya, data kependudukan 
mengukur tingkat penggunaan cathinone bervariasi.38  
Berbagai artikel ilmiah menunjukkan bahwa penggunaan cathinone 
sintesis secara akut maupun kronik ini dapat berakibat buruk bahkan 
membahayakan kesehatan. Penggunaan secara akut dalam dosis efektif 
bisa mengakibatkan gejala palpitasi jantung, kejang, muntah, sakit kepala, 
perubahan warna (discolorisation) pada kulit, hipertensi, hiper-refleksia, 
                                                             
38
David M. Anderson and Neil C. M. Carrier, “Khat: Social harms and legislation A 
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euforia dan halusinasi, bahkan pada dosis yang sangat besar bisa 
menyebabkan kematian. 39 
Gejala yang muncul pada penggunaan jangka panjang yang 
dirasakan oleh pecandu obat-obatan ini antara lain paranoid, pendarahan 
hidung (karena sering digunakan untuk menghisap obat-obatan tesebut, 
rusaknya gigi, gangguan penglihatan, kaku pada rahang dan pundak, 
agitasi, tremor, demam atau berkeringat dingin. Penggunaan dalam 
jangka panjang akan juga meningkatkan risiko kematian karena overdosis. 
Banyak bukti yang menunjukkan bahwa cathinone sintesis ini mampu 
menyebabkan ketergantungan psikis dan fisik, seperti halnya obat-obat 
psikostimulan lainnya40 
Beberapa laporan menunjukkan khat yang diimpor mengandung 
sejumlah racun pestisida yang berbahaya bagi penggunanya meskipun 
hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa pestisida yang terkandung 
dalam tanaman khat dapat menyebabkan kematian pada penggunanya.41  
B. Ketentuan Hukum Psikotropika 
1. Perkembangan Singkat Pengaturan Internasional Mengenai 
Psikotropika. 
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 http://seputarnarkoba.wordpress.com/ (Diakses pada 13 Februari 2013 pukul 19.34 
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Resolusi The United and Social Council (Dewan Ekonomi dan 
Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor: 1474 (XLVIII) tanggal 24 
Maret 1970, maka pada tanggal 11 Januari - 21 Februari 1971, di Wina 
Austria, diselenggarakan The United Nation Conference for the Adoption 
of a Protocol on Psychotropic Substances (Konvensi tentang Adopsi 
Protokol Psikotropika), telah menghasilkan Convention on Psychotropic 
Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).42 Permasalahan 
penyalahgunaan psikotropika berdasarkan mukadimah konvensi 
psikotropika adalah akan memberikan dampak kepada permasalahan 
kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta permasalahan sosial 
lainnya.43 
Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang 
transportasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika 
menunjukkan gejala yang semakin meluas dan berdimensi 
internasional yang melewati batas teritorial masing-masing negara 
sehingga diperlukan kerjasama internasional yang berdampak pada 
aspek hukum internasional. Convention Psychotropic Substances 1971 
dalam konteks hubungan internasional secara substansial telah 
mengatur beberapa hal yakni :44 
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1. Merupakan perangkat hukum internasional yang mengatur 
kerjasama internasional tentang penggunaan dan peredaran 
psikotropika. 
2. Lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerjasama 
dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran 
psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas 
penyalahgunaan psikotropika. 
3. Dari aspek kepentingan dalam negeri, Inonesia dapat lebih 
mengonsolidasikan upaya pencegahan dan perlindungan 
kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda 
terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh 
penyalahgunaan psikotropika. 
4. Disamping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-
dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang 
komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam 
negeri. 
5. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindakan 
pidana penyalahgunaan psikotropika akan lebih dapat 
dimantapkan. 
Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi 
Psikotropika 1971), mengandung pokok-pokok pikiran yang didorong 
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dari semua negara dan dianggap sebagai hukum kebiasaan 
internasional sebagai berikut :45 
1. Perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat 
manusia, tekad untuk mencegah dan memerangi 
penyalahgunaan dan peredaran psikotropika. 
2. Pertimbangan bahwa tindakan yang tepat diperlukan untuk 
membatasi penggunaan psikotropika hanya untuk 
pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan. 
3. Pengakuan bahwa penggunaan psikotropika untuk 
pengobatan dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan sangat 
diperlukan sehingga ketersediaannya perlu terjamin. 
4. Keyakinan bahwa tindakan efektif untuk memerangi 
penyalahgunaan psikotopika tersebut memerlukan 
koordinasi dan tindakan universal. 
5. Pengakuan adanya kewenangan Perserikatan Bangsa-
Bangsa dalam melakukan pengawasan psikotropika dan 
keinginan bahwa badan Internasional yang melakukan 
pengawasan tersebut berada dalam kerangka organisasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
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6. Pengakuan bahwa diperlukan konvensi internasional untuk 
mencapai tujuan ini. 
2. Bentuk-Bentuk Pengikatan Diri dalam Perjanjian Internasional 
Pembuatan perjanjian Internasional biasanya melalui beberapa 
tahap yakni perundingan (negotiation)46 penandatanganan (signature)47 
dan pengesahan (ratification)48. 
Dalam Pasal 2 konvensi Wina 1969, perjanjian internasional (treaty) 
didefinisikan tentang suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam 
bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional apakah dalam 
instrumen tunggal atau dua atau lebih instrument yang berkaitan dan 
apapun nama yang diberikan kepadanya.49 
 Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan 
sebuta apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara 
tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih 
Negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya 
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 Perundingan. pada tahap ini dilakukan pembahasan isi perjanjian dan masalah-
masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanijian internasional. Tahap ini 
bertujuan untuk bertukar pandangan mengenai berbagai masalah yang menjadi 
keprihatinan bersama. (Pasal 1 (satu) UU No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian 
Internasional  
47 Penandatanganan (signature). Setelah naskah perjanjian diterima, naskah tersebut 
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suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati. Namun, penandatanganan 
itu belum berarti bahwa perjanjian itu sudah mengikat. Pengikatan diri negara peserta 
pada perjanjian itu baru terjadi setelah dilakukan pengesahan terhadapnya.. (Pasal 1 
(satu) UU No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional) 
48 Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian 
internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan 
(acceptance) dan penyetujuan (approval). (Pasal 1 (satu) UU No.24 Tahun 2000 
Tentang Perjanjian Internasional) 
49
 Mauna, Boer, “Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi  dalam Era 
Dinamika Global”, Bandung, 2000. Hal. 84 
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serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik 
Indonesia yang bersifat hukum publik.50 
Pengesahan merupakan penandatanganan suatu perjanjian yang 
harus disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya, kemudian 
pengesahan yang demikian dinamakan ratifikasi. Meskipun suatu negara 
telah menandatangani suatu perjanjian, negara itu secara hukum tidak 
dapat diwajibkan untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Ketentuan-
ketentuan khusus bagi perjanjian multilateral sesuai dengan sifatnya maka 
dibuat prosedur-prosedur akseptasi, aksesi dan pernyataan 
(reservation).51 
Dibidang internasional tidak ada perbedaan antara ratifikasi dan 
akseptasi. Istilah akseptasi ini berdasarkan konvensi wina dalam pasal 14 
ayat 2 tidak membedakan pengertian istilah-istilah tersebut yang 
menyatakan bahwa : “persetujuan negara untuk diikat oleh suatu 
perjanjian dinyatakan dalam bentuk akseptasi atau persetujuan dengan 
syarat-syarat yang sama seperti yang berlaku dengan ratifikasi”.52 
  Pembahasan terhadap aksesi harus dipahami tentang persoalan 
perjanjian terbuka dan tertutup. Perjanjian tertutup mempunyai makna 
terbatas bagi negara-negara yang ikut membuat suatu perjanjian dan 
menandatanganinya, sedangkan perjanjian terbuka berarti negara-negara 
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 Mauna Boer,  Op Cit, Hal.100 
52  Loc Cit, Hal.100 
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yang tidak ikut membuat suatu perjanjian dapat menjadi pihak di perjanjian 
tersebut dikemudian hari. 
Aksesi adalah suatu perbuatan hukum dimana suatu negara yang 
bukan merupakan peserta asli suatu perjanjian multilateral, menyatakan 
persetujuannya untuk diikat perjanjian tersebut, lalu negara tersebut 
mengirimkan piagam aksesinya ke negara penyimpan yang kemudian 
memberitahu kepada negara-negara pihak lain.53 
Tindakan atau piagam pembuatan piagam aksesi ini baru dapat 
dilakukan setelah negara yang bersangkutan mengesahkan perjanjian 
tersebut sesuai prosedur konstitusionalnya. Dalam Konvensi Wina Pasal 
15 tentang hukum perjanjian disebutkan : 
a. Dalam perjanjian ditentukan bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan 
oleh negara tersebut dengan cara aksesi; atau 
b. Sebaliknya ditentukan bahwa negara-negara yang berunding sepakat 
bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan oleh negara tersebut dengan 
cara aksesi; 
c. Semua pihak sepakat bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan oleh 
negara tersebut dengan cara aksesi. 
 
 
3. Kontribusi Indonesia dalam Convention on Psychotropic 
                                                             
53
  Mauna Boer, ibid. Hal. 121 
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Substances 1971 
Indonesia merupakan negara yang mengikatkan diri pada  
(Convention on Psychotropic Substances 1971 ) melalui cara pengikatan 
perjanjian internasional yaitu aksesi. Indonesia sebagai negara yang tidak 
ikut berperan dalam konvensi ini tetapi agar dapat berperan dalam 
penanggulangan psikotropika maka cara yang ditempuh untuk menjadi 
pihak dalam konvesi adalah dengan menyampaikan piagam aksesi, 
sesuai dengan isi Pasal 25 dan 26 Convention on Psychotropic 
Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) yaitu : 
Pasal 25 
PROSEDUR PENGAKUAN, PENANDATANGANAN, RATIFIKASI, DAN 
AKSESI 
1. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara yang 
bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan anggota 
badan khusus Peserikatan Bangsa-Bangsa atau Badan Tenaga Atom 
Internasional atau para pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan 
setiap negara lainnya yang diundang oleh dewan, dapat menjadi pihak 
pada konvensi ini: 
a. dengan menandatanganinya; atau 
b. dengan meratifikasi setelah penandatangan dan tunduk pada 
ratifikasi; atau 
c. dengan mengaksesi konvensi ini. 
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2. Konvensi harus terbuka untuk penandatanganan sampai 1 Januari 1972 
setelah itu, konvensi harus terbuka untuk aksesi. 
3. Piagam ratifikasi atau aksesi akan didepositkan pada Sekretarias 
Jenderal. 
Pasal 26 
MULAI BERLAKUNYA 
1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah empat 
puluh negara yang disebut dalam paragraf 1 pasal 25 menandatangani 
konvensi ini tanpa ada persyaratan atas ratifikasi atau telah 
mendepositkan piagam ratifikasi atau piagam aksesinya. 
2. Untuk negara lainnya yang mendatangani konvensi tanpa ada 
persyaratan atas ratifikasi, atau mendepositkan piagam ratifikasi atau 
piagam aksesi setelah penandatanganan terakhir atau mendepositkan 
sebagaimana yang disebut dalam paragraf sebelumnya, maka 
konvensi ini harus mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah 
tanggal penandatanganan atau pendepositan piagam ratifikasi atau 
piagam aksesi. 
Indonesia telah menyampaikan piagam aksesi, konvensi ini dan 
mulai berlaku bagi Indonesia secara internasional setelah 90 hari, tehitung 
sejak tanggal diterimanya piagam aksesi oleh Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Aspek kepentingan nasional yang hendak 
dicapai oleh Republik Indonesia adalah untuk meperlancar kerjasama 
internasional di bidang penanggulangan bahaya peredaran gelap dan 
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penyalahgunaan psikotropika dengan negara-negara anggota ASEAN 
lainnya lebih dahulu telah meratifikasi konvensi ini. 
Indonesia telah menjadi pihak pada perjanjian internasional melalui 
aksesi di bidang Konvensi Psikotropika 1971, klausula penutupnya 
berbunyi :54 
 
a. Members of United Nations, states not Members of the United 
Nations wich are Members of a specialized agency of the United 
Nations or of the international. Atomic energy Agency or Parties to 
the Statute of the International Court of Justice and any other State 
invited by the Council, may become Parties to this Convention: 
- by signing it; or 
- by ratifiying it after signing it subject to ratification; or 
- by acceding to it 
b. The Convnetion shall be open for signature until 1 January 1972 
inclusive. There after it shall be open for accession. 
c. Instruments of ratificatios or accession shall be deposited with the 
Secretary General.  
 
Perjanjian internasional mengikat para pihak (prinsip pacta sunt 
servanda)55, dan negara-negara pihak pada perjanjian harus menerapkan 
                                                             
54
  Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konnvensi  Psikotropika, 1971) 
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ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut dalam peraturan perundang-
undangan nasional. 
Beberapa substansi materi konvensi tentang psikotropika yang 
berkaitan dengan aspek hukum internasional sebagai bahan pengaturan 
psikotopika dalam unang-undang nasional dapat ditelaah dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1996, diantaranya ialah:56 
a. Masalah perizinan dalam kaitannya dengan tindakan pengawasan 
psikotropika Golongan II,III, dan IV dan menngatur tentang ketentuan-
ketentuan perdagangan internasional meliputi izin ekspor-impor 
psikotropika, 
b. Ketentuan-ketentuan khusus mengenai pengangkut psikotropika dalam 
kotak obat pertolongan pertama di kapal laut, pesawat terbang, atau 
sarana angkutan umum lain yang melaksanakan lalu-lintas 
internasional. 
c. Mengatur masalah pemeriksaan terhadap para produsen, eksportir-
importir, pedagang besar, distributor, lembaga medis dan lembaga ilmu 
pegetahuan. 
d. Mengatur tentang tindakan-tindakan penyalahgunaan psikotropika 
termasuk tindakan terhadap peredaran gelap dengan memperhatikan 
sistem perundangan, hukum, dan pemerintah negara yang 
bersangkutan. 
                                                                                                                                                                       
55
 Adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah 
ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik- baiknya (dengan itikad baik). 
56  Euginia, Liliawati, Ibid. Hal.244 
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e. Mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana. 
Norma-norma hukum secara internasional berkaitan dengan 
masalah psikotropika dan sebagai suatu rekomendasi kepada semua 
negara untuk sebagai bahan rujukan dalam menentukan kebijakan 
penanggulangan psikotropika di masing-masing negara. Substansi 
Konvensi tentang Psikotropika 1971 kemudian ditindak lanjuti dengan 
tegas dengan dikeluarkannya konvensi PBB tentang Pemberantasan 
Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988. 
Disamping Konvensi Psikotropika Substansi 1971, telah ditetapkan 
pula Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 
dan Psikotropika, 1988 (United Nation Convention Againts Illicit Traffic on 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988). Konvensi ini 
merupakan penegasan dan penyempurnaan sarana hukum yang lebih 
efektif dalam rangka kerja sama internasional di bidang kriminal dalam 
upaya mencegah dan memberantas organisasi transnasional yang 
melakukan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Prinsip-prinsip 
umum terhadap penetapan kejahatan dan sanksi konvensi ini tidak 
berbeda dengan yang diatur dalam Konvensi Psikotropika 1971. 
Pasal 3 ayat 1 telah digolongkan jenis-jenis kejahatan yang 
dianggap serius ialah : 
a. Kelompok kejahatan yang terorganisasi 
b. Kelompok kejahatan yang terorganisasi secara internasional 
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c. Perbuatan melawan hukum yang ada kaitannya dengan kejahatan 
tersebut; 
d. Penggunaan kekerasan senjata api oleh pelaku kejahatan; 
e. Kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berkaitan dengan 
jabatannya; 
f. Menggunakan anak-anak sebagai korban atau untuk melakukan 
kejahatan; 
g. Kejahatan yang dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga 
pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan social atau 
tempat-tempat lain untuk berkumpulnya anak-anak atau peajar. 
Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut perlu dilakukan 
upaya secara terus menerus di bidang keamanan dan ketertiban serta 
dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus 
terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif 
lainnya. 
Pemerintah Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang 
tentang pengesahan United Nation Convention Againts Illicit Traffic on 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 pada tanggal 24 
Maret 1997 berdasarkan Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 17. 
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C. Tinjauan Umum Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran 
Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988). 
1. Latar Belakang dan Sejarah Konvensi tentang Pemberantasan 
Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention 
Against Ilitic Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtance, 
1988). 
Peningkatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak 
terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang 
beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan 
internasional, karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan 
tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan 
mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dan psikotropika 
dengan cara menyusup, mencampuri, dan merusak struktur 
pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah serta 
kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, telah diadakan berbagai 
kegiatan yang bersifat internasional termasuk konferensi yang telah 
diadakan baik di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah 
naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diawali dengan upaya Liga 
Bangsa-Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina telah 
diselenggarakan persidangan yang membicarakan cara-cara pengawasan 
perdagangan gelap obat bius. Selanjutnya pada persidangan Opium 
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Commission (Komisi Opium) telah dihasilkan traktat pertama mengenai 
pengawasan obat bius, yaitu International Opium Convention (Konvensi 
Internasional tentang Opium) di Den Haag, Belanda pada tahun 1912. 
Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dihasilkan 
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (Konvensi Tunggal Narkotika 
1961) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961, dan 
telah diubah dengan 1972 Protocol Amending the Single Convention on 
Narcotic Drugs, 1961, (Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi 
Tunggal Narkotika 1961) dan Convention on Psychotropic 
Substances,1971 (Konvensi Psikotropika 1971) di Wina, Austria pada 
tanggal 25 Maret 1972,dan terakhir adalah United Nations Convention 
Against Illicit Traffic inNarcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan 
Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika1988) yang diikuti 71 Negara 
ditambah 4 negara sebagai peninjau. 
2. Substansi Konvensi tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Ilitic Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtance, 1988). 
a. Pokok-Pokok yang Mendorong Lahirnya Konvensi 
Didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas 
meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan 
remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika 
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secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan 
gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi 
Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika 
dan Psikotropika, 1988.  
Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, 
antara lain, sebagai berikut :57 
1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu 
memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah 
pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. 
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 
merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara 
bersama pula. 
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 
1961, protokol 1972 Tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 
1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan 
disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan 
memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. 
4. Perlunya memperuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih 
efektif dalam rangka kerjsama internasional di bidang kriminal untuk 
memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan 
peredaran gelap narkotika dan psikotropika. 
                                                             
57
 Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1997 tentang 
pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang 
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) 
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b. Pokok-Pokok Konvensi 
1) Ruang Lingkup Konvensi 
Konvensi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional 
yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika dan 
psikotropika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyelaraskan 
peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing 
sesuai konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan 
kedaulatan, keutuhan wilayah negara, serta asas tidak mencampuri 
urusan yang pada hakekatnya merupakan masalah dalam negeri masing-
masing. 
2) Kejahatan dan Sanksi 
Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, negara-
negara pihak dari konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk 
menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkotika dan 
psikotropika, pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal 
sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas, 
pengedaran, sampai ke pemakaiaannya, termasuk untuk pemakaian 
pribadi. 
Terhadap kejahatan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi 
berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan 
penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan, di 
samping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, 
rehabilitasi, atau reintegrasi sosial.  
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Para pihak menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat 
berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan 
keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kejahatan serius, seperti:58 
a. keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan 
terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;  
b. keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang 
terorganisasi secara internasional; 
c. keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang 
dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut; 
d. penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku; 
e. kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut 
berkaitan dengan jabtannya; 
f. menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan 
anak-anak untuk melakukan kejahatan; 
g. kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga 
pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan 
sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar 
berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga dan 
kegiatan sosial; 
h. sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengulangan 
kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar 
                                                             
58 Ibid.Hal.6 
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negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh 
hukum nasional masing-masing Pihak;59 
3) Yurisdiksi 
Negara harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap 
berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik 
terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di 
dalam pesawat udara negara pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh 
warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di 
wilayah tersebut. 
Masing-masing pihak harus mengambil juga tindakan apabila 
diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan 
berada di dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke pihak lain. 
4) Perampasan 
Para pihak dapat merampas narkotika dan psikotropika, 
bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari 
kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) konvensi. 
                                                             
59  Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan 
yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan 
kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana. 
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Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari negara 
pihak berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, 
keuangan atau perdagangan petugas atau badan yang diharuskan 
menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan 
kerahasiaan bank.  
Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan 
sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah 
bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka 
perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan 
yang telah tercampur, namun demikian, perampasan tersebut baru 
dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional negara pihak. 
5) Ekstradisi 
Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
Konvensi ini termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam 
perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara para pihak.  
Apabila para pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, 
maka konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi 
bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini. 
6) Bantuan Hukum Timbal Balik 
Para pihak akan saling memberikan bantuan hukum timbal 
balik dalam penyidikan, penuntutan, dan proses acara sidang yang 
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berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) konvensi ini.  Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk 
keperluan: 
a. mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang; 
b. memberikan pelayanan dokumen hukum; 
c. melakukan penggeledahan dan penyitaan; 
d. memeriksa benda dan lokasi; 
e. memberikan informasi dan alat bukti; 
f. memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan 
yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, 
keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau 
g. mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, 
perlengkapan atau benda lain untuk kepentingan pembuktian 
7) Pengalihan Proses Acara 
Dibukanya kemungkinan bagi negara pihak untuk 
mengalihkan proses acara dari negara satu ke negara lain, jika 
pengalihan proses acara tersebut dipandang perlu untuk kepentingan 
pelaksanaan peradilan yang lebih baik. 
8) Kerja Sama Peningkatan Penegakan Hukum 
Para pihak harus saling bekerjasama secara erat, sesuai 
dengan sistem hukum dan sistem administrasi masing-masing, dalam 
rangka meningkatkan secara efektif tindakan penegakan hukum untuk 
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memberantas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) konvensi ini, antara lain: 
a. membentuk dan memelihara jalur komunikasi antar lembaga 
dan dinas masing-masing yang berwenang, untuk 
memudahkan pertukaran informasi; 
b. saling kerjasama dalam melakukan pemeriksaan yang 
berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) konvensi ini;  
c. membentuk tim gabungan;  
d. menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk analisa atau 
penyidikan;  
e. mengadakan program latihan khusus bagi personil penegak 
hukum atau personil lainnya termasuk pabean yang bertugas 
memberantas kejahatan tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) 
konvensi ini; dan  
f. merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan 
pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian. 
9) Kerja Sama Oganisasi Internasional dan Bantuan bagi Negara Transit 
Para pihak harus bekerjasama langsung atau melalui organisasi 
internasional atau regional yang berwenang untuk membantu dan 
mendukung negara transit, khususnya negara-negara berkembang, yang 
membutuhkan bantuan melalui program kerjasama teknik guna mencegah 
kejahatan dan kegiatan lain yang terkait. 
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10) Penyerahan yang Diawasi 
Untuk keperluan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam 
kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) konvensi ini, 
para pihak dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas 
kemampuannya untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (controlled 
delivery) pada tingkat internasional berdasarkan persetujuan atau 
pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing pihak, 
sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum 
nasionalnya.  
Keputusan menggunakan penyerahan yang diawasi dilakukan 
secara kasus demi kasus. Barang kiriman gelap yang penyerahannya 
diawasi telah disetujui, atas persetujuan para pihak yang bersangkutan, 
dapat diperiksa, dan dibiarkan lewat dengan membiarkan narkotika atau 
psikotropika tetap utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau 
sebagian. 
11) Pembasmian Tanaman Gelap Narkotika dan Peniadaan Permintaan 
Gelap narkotika dan Psikotropika. 
Dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa para pihak harus 
mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penanaman secara 
gelap dan memberantas tanaman yang mengandung narkotika dan 
psikotropika yang ditanam di dalam wilayahnya masing-masing, serta 
mendorong kerjasama untuk meningkatkan efektifitas pembasmian 
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meliputi dukungan pembinaan desa terpadu yang mengarah pada 
pembinaan alternatif ekonomis yang lebih baik daripada melakukan 
penanaman secara gelap tanaman tersebut. para pihak juga harus 
mempermudah pertukaran ilmiah, teknik, dan pelaksanaan penelitian. 
12) Pengangkutan Komersial 
Sehubungan dengan pengangkutan komersial, konvensi ini 
mengharuskan para pihak untuk mengambil tindakan yang diperlukan 
guna menjamin agar angkutan komersial tidak digunakan untuk 
melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
dan mengambil tindakan pencegahan dan pengamanan serta 
mengadakan kerjasama di antara pejabat yang berwenang dan 
pabean. 
13) Dokumen Perdagangan dan Pemasangan Label Ekspor 
Dokumen perdagangan seperti faktur, surat muatan kargo, 
dokumen pabean, surat pengangkutan, dan pengapalan lainnya serta 
pemasangan label ekspor narkotika dan psikotropika yang sudah akan 
didokumentasikan secara baik di dalam label ekspor tersebut harus 
dicantumkan nama narkotika dan psikotropika, jumlah yang diekpor 
serta nama dan alamat eksportir dan importer. 
14) Lalu Lintas Gelap melalui Laut. 
Di dalam konvensi ini ditetapkan bahwa para pihak harus 
bekerjasama untuk memberantas lalu lintas gelap melalui laut sesuai 
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dengan hukum laut internasional atas perjanjian yang berlaku antara 
para pihak, negara bendera dapat memberi izin kepada negara 
peminta untuk memasuki dan memeriksa kapal serta mengambil 
tindakan yang diperlukan menyangkut kapal, orang dan muatan dalam 
kapal, jika terbukti terlibat dalam peredaran gelap.  
Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kapal perang 
atau pesawat terbang militer atau kapal laut atau pesawat terbang lain 
yang diberi tanda dengan jelas sebagai kapal laut atau pesawat 
terbang pemerintah. 
15) Kerja Sama Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Psikotropika. 
Para pihak harus bekerjasama untuk memberantas peredaran 
gelap narkotika melalui laut, di pelabuhan bebas, di zona 
perdagangan bebas, atau dengan menggunakan sarana 
pengangkutan konvensional atau jasa pos.  
Para pihak harus berusaha untuk menetapkan dan 
menyelenggarakan sistem pengawasan di wilayah pelabuhan dan 
dermaga, pelabuhan udara, dan pos pengawasan perbatasan di zona 
perdagangan bebas daan pelabuhan bebas. 
16) Tindakan yang lebih ketat untuk mencegah atau memberantas 
peredaran gelap narkotika negara-negara pihak dapat mengambil 
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tndakan yang lebih ketat daripada yang diatur dalam konvensi ini, jika 
tindakan itu memang diperlukan untuk mencegah atau memberantas 
peredaran gelap narkotika. 
17) Perselisihan 
Perselisihan yang timbul di antara para pihak dalam meanfsirkan 
atau menerapkan konvensi ini, akan diselesaikan melalui negoisasi, 
pemeriksaan, mediasi, konsoliasi, arbitrasi, atau cara penyelesaian 
perselisihan dengan jalan damai yang mereka pilih.  
Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara 
sebagaimana disebutkan di atas, dengan permintaan salah satu pihak 
yang berselisih, permasalahnnya dapat diajukan ke Mahkamah 
Internasional.  
Jika pihak di dalam perselisihan adalah suatu organisasi integrasi 
ekonomi regional, melalui negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 
dapat dimintakan pendapat (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional 
sebagai putusan yang mengikat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 
penelitian kepustakaan dengan memilih perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan perpustakaan pusat UNHAS 
sebagai tempat penulis mendapatkan literatur yang menunjang penulisan 
proposal skripsi ini. 
B. Jenis dan Bahan Data 
Dalam penyusunan skripsi ini, data yang diperoleh adalah data 
sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan 
dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan judul skripsi 
ini. 
- Bahan Hukum Sekunder yaitu: publikasi hukum, internet 
dengan menyebut nama situsnya, rancangan undang – 
undang, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil – hasil penelitian, 
buku – buku hukum, jurnal – jurnal hukum yang menunjang 
pembahasan penyalahgunaan psikotroika jenis cathinone di 
Indonesia ditinjau dari Konvensi 1988. 
- Bahan hukum tersier yaitu ; bahan – bahan yang memberikan 
informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi : bibliografi, 
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indek komulatif di samping itu, termasuk pula kamus hukum 
dan ensiklopedia. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (Library 
Research). Dengan segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun 
informasi yang relevan. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku 
ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, 
peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, 
dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun melalui internet yang 
berkaitan dengan permasalahan  dalam lingkup hukum Internasional. 
D. Analisis Data 
Setelah data berhasil dikumpulkan yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan, maka data tersebut akan diolah dan dianalisis secara 
kualitatif. Hasil akhirnya akan dipaparkan untuk mendapatkan hasil yang 
bersifat deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
C. Penerapan Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit 
Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988) di 
Indonesia 
 
Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa 
sebelum diterapkan Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit Traffic in 
Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988) maka yang 
diberlakukan sebelumnya adalah Verdoovende Middelen Ordonnatie 
(Stbl.1927 No.278 jo. No.539) dikenal dengan sebutan peraturan obat 
bius, Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Single Convention on Narcotic 
Drug 1961) serta Konvensi Psikotropika (Convention Psychotropic 
Substances 1971). 
Adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi merupakan salah satu penyebab diproduksinya berbagai macam 
jenis psikotropika dan narkotika pada era pesatnya kemajuan komunikasi 
seperti sekarang ini terasa semakin mudahnya pendistribusian dan 
peredaran narkotika yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di 
seluruh Indonesia, dimana sebelumnya masyarakat Indonesia di wilayah-
wilayah terpencil tidak mengenal barang-barang haram tersebut. 
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Kondisi objektif semacam inilah yang menyebabkan Verdoovende 
Middelen Ordonnatie (Stbl.1927 No.278 jo. No.539) dikenal dengan 
sebutan peraturan obat bius, Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Single 
Convention on Narcotic Drug 1961) serta Konvensi Psikotropika 
(Convention Psychotropic Substances 1971) tidak dipertahankan lagi, dan 
hal demikian akhirnya menimbulkan keharusan untuk membuat Konvensi 
Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 
1988 (Convention Against Illicit Traffict in Narcotics Drugs and 
Psychotropic Substances, 1988), atas problematika tersebut lahirlah 
Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1997 Tentang Psikotropika kemudian 
diubah menjadi Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1997 tentang Narkotika 
dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika. 
Seperti umumnya setiap konvensi yang dikeluarkan hendaklah 
dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Dalam melaksanakan apa 
yang diatur oleh konvensi setiap negara pihak harus meratifikasi konvensi 
tersebut dan dibuat menjadi undang-undang sesuai dengan kondisi 
negara bersangkutan. 
Didalam peraturan pelaksanaan itu, yang dibuat pada pokoknya 
adalah bagaimana cara aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya, 
serta bagaimana para subyek hukum harus bertindak apabila 
berhubungan dengan kasus narkotika, dan bagaimana pula ketentuan-
ketentuan membuat Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 
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Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit Traffict in 
Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988) itu diterapkan 
kedalam budaya hukum yang sudah ada agar konvensi tersebut bukan 
hanya berupa teori yang disempurnakan diatas kertas saja, namun yang 
paling penting adalah bagaimana penegak hukum mampu 
mengaplikasikannya dengan sebagaimana mestinya. 
Dikota-kota besar pada tahun 1977, peredaran psikotropika dan 
narkotika sudah mencapai titik yang membahayakan hal ini disamping 
situasi keamanan yang tidak kondusif juga dikarenakan pengetahuan 
masyarakat akan betapa besarnya bahaya narkotika dirasa masih sangat 
kurang.60 
Proses pada awal penerapan Konvensi 1988, yang telah diratifikasi 
dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 
banyak mendapat hambatan dari masyarakat sebab selain kelemahan 
yang datang dari masyarakat itu sendiri itu dikarenakan sanksi yang 
diberikan oleh undang-undang tersebut terasa sangat berat pada saat 
itu.61 
Bagi para pihak yang bersangkutan dengan masalah narkotika, 
dengan segenap upayanya mencoba untuk menghindari hukuman atau 
sanksi yang diancam atas dirinya, usaha ini seringkali mengakibatkan 
aparat penegak hukum diseret ke arah perbuatan tercela seperti 
                                                             
60 Makarao Taufik, Suhasril, Zakky Mohammad, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 2003. Hal. 59 
61   Loc Cit, Hal. 59 
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menerima imbalan jasa agar kasus para pihak yang terlibat tersebut tidak 
diproses dan lain sebagainya. 
Di era tahun1980-an banyak negara-negara di dunia mulai tumbuh 
kesadaran betapa besarnya bahaya narkotika dan yang menyebabkan 
pemerintah dari masing-masing negara itu membatasi ruang gerak 
peredaran narkotika, Indonesia sebagai negara yang populasi 
penduduknya cukup tinggi sangat menyadari tentang bahaya narkotika 
yang dapat mengancam terhentinya perkembangan generasi muda.62 
Dengan semakin meningkat kesadaran masyarakat mengenai arti 
penting penanggulangan bahaya narkotika maka perlahan-lahan kesiapan 
psikologis masyarakat dapat berubah dari sebelumnya ketakutan untuk 
melaporkan kasus narkotika berubah ke arah merasa perlu untuk 
menyikapi dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. 
Karena itulah setelah tahun-tahun tersebut kebanyakan kasus narkotika 
yang terungkap adalah berkat laporan dari dari masyarakat yang 
mengetahui adanya penyalahgunaan psikotropika dan narkotika. 
Sekarang, proses penerapan Konvensi 1988, pada Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika relatif belum maksimal 
dengan adanya penyalahgunaan psikotropika jenis baru yaitu cathinone. 
Selain adanya pengaruh dari peredaran psikotropika dan narkotika 
internasional, juga banyaknya masyarakat yang terimpit karena tekanan 
                                                             
62  Loc Cit. Hal.59 
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ekonomi terutama bagi kelompok masyarakat yang disebut dengan istilah 
tuna karya atau pengangguran yang tinggal di kota-kota besar. 
Sebagai indikasi atas keberhasilan para penegak hukum adalah 
seberapa besar presentase dalam membongkar kasus-kasus 
penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang melibatkan warga 
negara Indonesia maupun warga negara asing dapat diungkap dan 
diproses sesuai dengan ketentuan huku yang belaku. 
Dalam penerapan Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran 
Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit Traffic 
in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988) pada setiap tahap 
dilaksanakan secara konsisten.  
2. Penerapan Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit 
Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988) 
Dalam Wujud UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dihasilkan 
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (Konvensi Tunggal Narkotika 
1961) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961, dan 
telah diubah dengan 1972 Protocol Amending the Single Convention on 
Narcotic Drugs, 1961, (Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi 
Tunggal Narkotika 1961) dan Convention on Psychotropic 
Substances,1971 (Konvensi Psikotropika 1971) di Wina, Austria pada 
tanggal 25 Maret 1972,dan terakhir adalah United Nations Convention 
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Aganst Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan 
Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika1988). 
Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal 
Narkotika 1961 serta Protokolnya dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1976 tentang Narkotika. 
Sejalan dengan cita-cita bangsa dan komitmen pemerintah dan 
rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap 
usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 
psikotropika, Indonesia memandang perlu meratifikasi Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang  Pemberantasan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Psikotropika, 1988  (United Nations Convention Against 
Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) dengan 
Undang-Undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat 
untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan 
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 
psikotropika. 
Dalam penerapannya, Indonesia telah mewujudkanya dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga 
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Indonesia mampu berpartisipasi dalam pemberantasan penyalahguanaan 
psikotropika dan narkotika. 
Dalam penerapan pada setiap tahap dimulai dari penyelidikan, 
penyidikan, sampai penuntutan diupayakan agar tersangka atau terdakwa 
dapat dipersalahkan dengan tidak meninggalkan praduga tak bersalah 
karena masih ada anggapan bahwa penerapan undang-undang narkotika 
belum dilaksanakan secara konsisten, apabila ancaman atau sanksi yang 
diberikan belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Pasal-Pasal 
dalam Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terutama 
Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. 
Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana 
pada sistem hukum Indonesia adalah merupakan wewenang dari 
pengadilan. Apabila hakim menginginkan antara sanksi yang diberikan 
dengan sanksi yang ada dalam undang-undang narkotika adalah sama, 
maka dengan demikian akan sangat tergantung maka dengan demikian 
akan sangat tergantung pada majelis hakim yang mengadili perkara 
tersebut.63  
Dengan wewenang yang ada pada pengailan atau majelis hakim itu 
tidaklah dapat dikatakan penerapan undang-undang narkotika belum 
dijalankan secara konsisten, sebab pertanggungjawaban dari majelis 
hakim menetapkan hukuman/sanksi yang lebih ringan daripada apa yang 
                                                             
63 Slamet Riyanto, Hukum Pembuktian, PT. Karya Nusantara Bandung, 2000, Hal. 87 
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ada dalam undang-undang narkotika adalah dapat dibenarkan, karena 
memang dimungkinkan oleh hukum. 
Disisi lain, hakim diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan 
berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan sesuai menurut sistem pembuktian 
yang dianut dalam hukum acara pidana di negara kita.64 
Penerapan Konvensi 1988, dalam ratifikasi yang telah dilakukan 
oleh Indonesia dalam wujud Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika diterapkan sebagaimana mestinya oleh para penegak hukum 
kepada para pelaku penyalahgunaan psikotropika dan narkotika namun, 
dengan adanya psikotropika jenis baru yaitu cathinone Indonesia belum 
mampu menerapkan undang-undang narkotika disebabkan oleh karena 
cathinone belum diatur dalam Undang-Undang No.35 ahun 2009 Tentang 
Narkotika. 
 
D. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pengguna Psikotropika Jenis 
Cathinone di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Tentang 
Pemberantasan  Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 
1988 (Convention Against Illicit Traffict in Narcotics Drugs and 
Psychotropic Substances, 1988). 
1. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika 
Pada Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 
                                                             
64
Sistem pembuktian menurut undang-undang yakni hakim tidak boleh menghukum 
kecuali didukung oleh alat bukti sekurang-kurangnya keyakinan hakim dengan 
berlandaskan alat-alat bukti. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, 
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau 
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (Pasal 10 ayat 1 
(satu) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). 
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Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit 
Traffict in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988). 
Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan 
psikotropika pada Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit Traffict in 
Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988) yaitu : 
Article 3  
OFFENCES AND SANCTIONS 
1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its domestic law, when committed 
intentionally: 
a. i). The production, manufacture, extraction; preparation, offering, 
offering for sale, distribution, sale, delivery on any terms 
whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, 
importation or exportation of any narcotic drug or any 
psychotropic substance contrary to the provisions of the 1961 
Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971 
Convention;  
i) The cultivation of opium poppy, coca bush or cannabis plant for 
the purpose of the production of narcotic drugs contrary to the 
provisions of the  1961 Convention and the 1961 Convention as 
amended;  
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ii) The possession or purchase of any narcotic drug or 
psychotropic substance for the purpose of any of the activities 
enumerated in i) above;  
iii) The manufacture, transport or distribution of  equipment, 
materials or of substances listed in Table I and Table II, 
knowing that they are to be used in or for the illicit cultivation, 
production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic 
substances;  
iv) The organization, management or financing of any of the 
offences enumerated in i), ii), iii) or iv) above; 
b)  i)  The conversion or transfer of property, knowing that such 
property is derived from any offence or offences established in 
accordance with subparagraph a) of this paragraph, or from an 
act of participation in such offence or offences, for the purpose 
of concealing or disguising the illicit origin of the property or of 
assisting any person who is involved in the commission of such 
an offence or offences to evade the legal consequences of his 
actions;  
ii). The concealment or disguise of the true nature, source, location, 
disposition, movement, rights with respect to, or ownership of 
property, knowing that such property is derived from an offence 
or offences established in accordance with subparagraph  a) of 
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this paragraph or from an act of participation in such an offence 
or offences; 
c) Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its 
legal system:  
i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the 
time of receipt, that such property was  derived from an offence 
or offences established in accordance  with subparagraph  a)  of 
this paragraph  or from an act of participation in such offence or 
offences;  
ii) The  possession of equipment or materials or substances listed 
in Table I and Table II, knowing that they are being or are to  be 
used in or for the  illicit cultivation, production or 
iii) Publicly inciting or inducing others, by any means, to commit 
any of the offences established in accordance with this article or 
to use narcotic drugs or psychotropic substances illicitly; 
iv) Participation in, association or conspiracy to commit, attempts to 
commit and aiding, abetting, facilitating and counseling the 
commission of any of the offences established in accordance 
with this article. 
2. Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its 
legal system, each Party shall adopt  such measures as may be 
necessary to establish as a criminal offence under its domestic law, 
when committed intentionally, the possession, purchase or cultivation 
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of narcotic drugs or psychotropic substances for personal consumption 
contrary to the provisions of the  1961 Convention, the 1961 
Convention as amended or the 1971 Convention. 
3. Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set 
forth in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual 
circumstances. 
4. a)  Each Party shall make the commission of the offences established 
in accordance with paragraph 1 of this article liable to sanctions 
which take into account the grave nature of these offences, such as 
imprisonment or other forms of deprivation of liberty, pecuniary 
sanctions and confiscation.  
b)  The Parties may provide, in addition to conviction or punishment, 
for an offence established in accordance with paragraph 1 of this 
article, that the offender shall undergo measures such as treatment, 
education, aftercare, rehabilitation or social reintegration.  
c) Notwithstanding the preceding subparagraphs, in appropriate cases 
of a minor nature, the Parties may provide, as alternatives to 
conviction or punishment, measures such as education, 
rehabilitation  or social reintegration, as well as, when the offender 
is a drug abuser, treatment and aftercare.  
d) The Parties may provide, either as an alternative to conviction or 
punishment, or in addition to conviction or punishment of an offence 
established in accordance with paragraph 2 of this article, 
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measures for the treatment, education, aftercare, rehabilitation or 
social reintegration of the offender. 
5. The Parties shall ensure that their courts and other competent 
authorities having jurisdiction can take into account factual 
circumstances which make the commission of the offences established 
in accordance with paragraph l of this article particularly serious, such 
as: 
a) The involvement in the offence of an organized criminal group to 
which the offender belongs; 
b) The involvement of the offender in other international organized 
criminal activities; 
c) The involvement of the offender in other illegal activities facilitated 
by commission of the offence; 
d) The use of violence or arms by the offender; 
e) The fact that the offender holds a public office and that the offence 
is connected with the office in question; 
f) The victimization or use of minors; 
g) The fact that the offence is committed in a penal  institution or in an 
educational institution or social service facility or in their immediate 
vicinity or in other places to which school children and students 
resort for educational, sports and social activities;  
h) Prior conviction, particularly for similar offences, whether foreign or 
domestic, to the extent permitted under the domestic law of a Party. 
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6. The Parties shall endeavor to ensure that any discretionary legal 
powers under their domestic law relating to the prosecution of persons 
for offences established in accordance with  this article  are exercised 
to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect 
of those offences, and with due regard to the need to deter the 
commission of such offences.  
7.  The Parties shall, ensure that their courts or other competent 
authorities bear in mind the serious nature of the offences enumerated 
in paragraph l of this article and the circumstances enumerated in 
paragraph 5 of this article when considering the eventuality of early 
release or parole of persons convicted of such offences. 
8. Each Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a 
long statute of limitations period in which to commence proceedings for 
any offence established in accordance with paragraph 1 of this article, 
and a longer period where the alleged offender has evaded the 
administration of justice. 
9. Each Party shall take appropriate measures, consistent with its legal 
system, to ensure that a person charged with or convicted of an 
offence established in accordance with paragraph 1 of this article, who 
is found within its territory, is present at the necessary criminal 
proceedings. 
10. For the purpose of co-operation among the Parties under this 
Convention, including, in particular, co-operation under articles 5, 6, 7 
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and 9, offences established in accordance with this article shall not be 
considered as fiscal offences or as political offences or regarded as 
politically motivated, without prejudice to the constitutional limitations 
and the fundamental domestic law of the Parties. 
11. Nothing contained in this article shall affect the principle that the 
description of the offences to which it refers and of legal defenses 
thereto is reserved to the domestic law of a party and that such offence 
shall be prosecuted and punished in conformity with that law.65 
Terjemahan: 
Pasal 3 
PELANGGARAN dan SANKSI 
1. Setiap pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu 
untuk menetapkan sebagai kejahatan kriminal berdasarkan hukum 
nasionalnya, apabila dilakukan dengan sengaja: 
a. i). Produksi, manufaktur, ekstraksi, persiapan, menawarkan, 
menawarkan untuk dijual, distribusi, penjualan, pengiriman 
pada istilah apapun, broker, pengiriman, pengiriman melalui 
pengangkutan, transportasi, impor atau ekspor dari setiap obat 
narkotika atau psikotropika yang bertentangan dengan 
ketentuan konvensi 1961, konvensi 1961 sebagaimana diubah 
atau konvensi 1971; 
                                                             
65 United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic 
Substances, 1988, Article 3 Offences and Sanctions, Hal.3 
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ii. Budidaya benih opium, tanaman coca atau tanaman ganja 
untuk tujuan produksi obat-obatan narkotika yang bertentangan 
dengan ketentuan konvensi 1961 dan konvensi 1961 
sebagaimana telah diubah; 
iii. Kepemilikan atau pembelian obat narkotika dan zat psikotropika 
untuk tujuan setiap kegiatan yang disebutkan pada i) di atas; 
iv. Manufaktur, transportasi atau distribusi peralatan, bahan atau 
zat yang tercantum dalam Tabel I dan Tabel II, yang produksi 
atau pembuatan obat-obatan narkotika atau psikotropika yang 
diketahui bahwa akan digunakan dalam atau untuk kultivasi 
gelap; 
v. Organisasi, manajemen atau pembiayaan dari tindak pidana 
yang disebutkan dalam i), ii), iii) atau iv) di atas; 
b.i) Konversi atau pemindahan kekayaan, dengan mengetahui 
bahwa kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana atau 
kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan sub ayat a) ayat ini, 
atau dari tindakan keikutsertaan dalam pelanggaran atau 
kejahatan tersebut, dengan tujuan menyembunyikan atau 
menyamarkan asal barang terlarang tersebut atau membantu 
setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan seperti 
pelanggaran atau tindak untuk menghindari konsekuensi hukum 
dari tindakannya; 
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ii. Penyembunyian atau penyamaran hakikat, sumber, lokasi, 
pelepasan, pemindahan, hak yang berkaitan dengan, atau 
kepemilikan barang terlarang, diketahui bahwa kekayaan 
tersebut berasal dari tindak pidana atau kejahatan yang 
ditetapkan sesuai dengan sub ayat a) dari ayat ini atau dari 
tindakan keikutsertaan seperti dalam suatu pelanggaran atau 
kejahatan 
c. Sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan konsep dasar 
sistem hukumnya: 
i. Perolehan, pemilikan atau penggunaan bahan atau zat, 
mengetahui pada saat penerimaan, bahwa kekayaan tersebut 
berasal dari tindak pidana atau kejahatan yang ditetapkan 
sesuai dengan sub ayat a) dari ayat ini atau dari tindakan 
keikutsertaan dalam pelanggaran atau kejahatan itu; 
ii. Kepemilikan peralatan atau bahan atau zat yang tercantum 
dalam tabel I dan tabel II, mengetahui bahwa mereka sedang 
atau akan digunakan atau untuk kultivasi gelap, produksi atau; 
iii. Memicu atau membujuk orang lain secara terbuka, dengan cara 
apapun, untuk melakukan salah satu tindak pidana yang 
ditetapkan sesuai dengan Pasal ini atau menggunakan obat-
obatan narkotika atau psikotropika secara terlarang 
iv. Keikutserataan, bekerja atau konspirasi, mencoba untuk 
melakukan dan membantu, bersekongkol, memfasilitasi dan 
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membimbing pelaksanaan setiap tindak pidana yang ditetapkan 
sesuai dengan Pasal ini. 
2. Sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan konsep dasar sistem 
hukumnya, masing-masing pihak wajib mengambil langkah-langkah 
yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai pelanggaran pidana 
menurut hukum nasionalnya, jika dilakukan dengan sengaja, 
kepemilikan, pembelian atau budidaya obat-obatan zat narkotika atau 
psikotropika untuk konsumsi pribadi bertentangan dengan ketentuan 
konvensi 1961, konvensi 1961 sebagaimana yang telah diubah atau 
konvensi 1971. 
3. Pengetahuan, maksud dan tujuan yang dipersyaratkan sebagai unsur 
suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini dapat 
disimpulkan dari keadaan faktual yang obyektif. 
4. i). Setiap pihak wajib memberikan sanksi pidana yang ditetapkan 
sesuai dengan ayat 1 pasal ini dengan dikenakan sanksi yang 
memperhitungkan beratnya pelanggaran ini, seperti penjara atau 
bentuk lain perampasan kemerdekaan, sanksi berupa uang dan 
penyitaan. 
ii). Para pihak dapat memberikan, selain kepastian atau hukuman, 
untuk suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 pasal 
ini, bahwa pelaku harus menjalani langkah-langkah seperti 
pengobatan, pendidikan, pasca perawatan, rehabilitasi atau 
reintegrasi sosial. 
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iii). Penyimpangan dari sub-ayat sebelumnya dalam kasus-kasus yang 
sesuai yang bersifat ringan, para pihak dapat memberikan sebagai 
tindakan alternatif kepastian atau hukuman seperti pendidikan, 
rehabilitasi sosial atau reintegrasi, serta, bila pelaku adalah pelaku 
narkoba, pengobatan dan pasca perawatan. 
iv). Para pihak dapat menyediakan sebuah alternatif baik sebagai untuk 
kepastian atau hukuman dan di samping kepastian atau hukuman 
tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan ayat 2 Pasal ini, untuk 
langkah-langkah pengobatan, pendidikan, pasca perawatan, 
rehabilitasi atau reintegrasi sosial pelaku. 
5. Para pihak harus menjamin bahwa pengadilan dan pihak berwenang 
lainnya yang memiliki yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan 
faktual dengan memperhitungkan tindak pidana yang ditetapkan oleh 
pihak berwenang sesuai dengan ayat l pasal ini  seperti: 
i). Keterlibatan dalam pelanggaran kelompok kejahatan terorganisir 
dimana milik pelaku; 
ii). Keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan terorganisir 
internasional lainnya; 
iii). Keterlibatan pelaku dalam kegiatan ilegal lainnya difasilitasi oleh 
pihak berwenang; 
iv). Penggunaan kekerasan atau senjata oleh pelaku; 
v). Fakta bahwa pelaku adalah pejabat pemerintah dan bahwa tindak 
pidana yang terhubung dengan kantor yang bersangkutan; 
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vi). Para korban adalah anak di bawah umur; 
vii). Fakta bahwa kejahatan dilakukan di lembaga pemasyarakatan 
atau lembaga pendidikan atau fasilitas pelayanan sosial di tempat 
lain dimana terdapat anak-anak sekolah dan wilayah untuk 
pendidikan olahraga, dan kegiatan sosial; 
viii). Hukuman sebelumnya, terutama karena pelanggaran serupa, baik 
asing maupun dalam negeri sejauh diizinkan oleh hukum nasional 
pihak. 
6. Para pihak wajib mengusahakan untuk memastikan bahwa setiap 
kekuatan hukum diskresi berdasarkan hukum dalam negeri mereka 
yang berkaitan dengan penuntutan para pelaku untuk kejahatan 
menurut Pasal ini dilakukan untuk memaksimalkan efektivitas langkah-
langkah penegakan hukum yang berkenaan dengan pelanggaran, dan 
dengan memperhatikan perlunya untuk mencegah terjadinya 
kejahatan-kejahatan tersebut. 
7. Para pihak wajib, menjamin bahwa pengadilan atau badan berwenang 
lainnya dapat bertindak serius terhadap pelanggaran yang disebutkan 
dalam ayat l Pasal ini dan keadaan yang disebutkan dalam ayat 5 
Pasal ini ketika mempertimbangkan pembebasan awal atau 
pembebasan bersyarat bagi orang yang dihukum dari tindak pidana 
tersebut 
8. Setiap pihak wajib jika diperlukan, menetapkan lama periode undang-
undang berdasarkan hukum nasionalnya di mana untuk keterbatasan 
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memproses setiap kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 
Pasal ini, dan waktu yang lebih lama apabila tersangka menghindari 
pelaksanaan peradilan. 
9. Setiap pihak wajib mengambil tindakan yang tepat, sesuai dengan 
sistem hukum, untuk memastikan bahwa orang yang didakwa atau 
dihukum karena suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 
Pasal ini, yang ditemukan dalam wilayahnya, diperlukan hadir di 
peradilan pidana. 
10. Untuk tujuan kerjasama antar para pihak berdasarkan konvensi ini, 
khususnya termasuk kerjasama di bawah pasal 5, 6, 7 dan 9, 
kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan pasal ini tidak dianggap 
sebagai pelanggaran fiskal atau sebagai pelanggaran politik atau 
dianggap sebagai manipulasi politik, tanpa mengurangi pembatasan 
konstitusional dan hukum dalam negeri mendasar dari para pihak. 
11. Tidak ada satu hal yang terkandung dalam Pasal ini mempengaruhi 
prinsip bahwa uraian tindak pidana yang dimaksud dalam dan dari 
pembelaan hukum hal tersebut diperuntukkan pada hukum nasional 
dari pihak dan bahwa tindak pidana tersebut harus dituntut dan 
dihukum sesuai dengan hukum tersebut. 
 
2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika 
Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Sanksi hukum berupa pidana, diberikan kepada pembuat tindak 
pidana kejahatan dan pelanggaran (punishment) adalah merupakan ciri 
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perbedaan hukum pidana dengan hukum yang lain. Sanksi pidana 
umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-
norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi tersendiri 
dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan 
(treatment).  
Di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 
1982, yang disusun oleh Tim Pengkaji Bidang Hukum Pidana dapat 
dijumpai tujuan pemidanaan yaitu : 
1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat; 
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna; 
3. Untuk menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dala 
masyarakat; 
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.66 
Di dalam KUHP Pasal 10 diatur mengenai jenis-jenis pidana atau 
hukuman yaitu : 
1. Pidana Pokok 
a) Pidana Mati 
b) Pidana Penjara 
c) Kurungan 
                                                             
66 Aruan Sakidjo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia 
Indonesia, 1988, Hal. 70 
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d) Denda 
2. Pidana Tambahan 
a) Pencabutan hak-hak tertentu 
b) Perampasan barang-barang tertentu 
c) Pengumuman putusan hakim 
Ketentuan pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana 
psikotropika dan narkotika hal ini sesuai menurut ketentuan Pasal 111 
sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika.67 
Di dalam pasal-pasal tersebut68 jelas sanksi yang diatur oleh pasal 
10 KUHP dan diatur pula secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk di dalamnya mengenai hukuman 
pidana penjara, kurungan, dan denda. Akan tetapi, jika ditinjau melalui 
pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana 
penjara, kurungan dan denda sangat pantas dijatuhkan pada para pelaku 
penyalahgunaan psikotropika dan narkotika tersebut terutama terhadap 
para jaringan dan pengedarnya.  
Pada akhirnya, seperti lazimnya berat ringannya penjatuhan pidana 
sangat tergantung kepada proses siding peradilan dan keyakinan serta 
penilaian hakim yang melakukan pemeriksaan atas suatu perkara pidana. 
                                                             
67
 Pasal 111 sampai dengan Pasal 147 adalah tindak kejahatan kecuali tersebut dalam 
Pasal 148 adalah merupakan pelanggaran. 
68  Lihat Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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3. Langkah Judicial Review Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika Untuk Penerapan Sanksi Penyalahgunaan 
Psikotropika Jenis Cathinone Di Indonesia 
Sehubungan dengan penerapan sanksi bagi pelaku 
penyalahgunaan psikotropika jenis cathinone di Indonesia dimana 
cathinone merupakan psikotropika jenis baru yang belum di atur dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka langkah 
yang dapat ditempuh adalah dengan menyempurnakan Undang-Undang 
tersebut sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang  Mahkamah Konstitusi. 
Dalam konteks ini, perlu adanya mekanisme perlindungan hak-hak 
konstitusional warga. Hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam 
Undang-Undang Dasar. Menguji undang-undang, baik secara formil 
maupun materiil merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan hak 
konstitusional warga negara. 
Judicial review69 atau Pengujian Undang-Undang merupakan suatu 
wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan 
isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 
derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende 
                                                             
69 Hakekat dari judicial review yang dikenal dalam praktek hukum tata negara secara 
universal adalah untuk memberikan wewenang pengawasan oleh lembaga yudikatif 
kepada pembuat undang-undang. 
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macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Validitas suatu 
undang-undang dari sisi materi dan proses pembentukannya akan diuji 
dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim Mahkamah 
Konstitusi (MK). 
Pengujian undang-undang dalam sistem ketatanegaraan di 
Indonesia merupakan salah satu bentuk kewenangan MK. Kewenangan 
ini diatur dalam UUD dan UU Mahkamah Konstitusi, UUD memberikan 
hak kepada masyarakat untuk dapat mengajukan pengujian undang-
undang baik materiil maupun formil atas suatu undang-undang kepada 
MK. 
Perlu diingat bahwa dalam sistem hukum di Indonesia juga dikenal 
pengujian peraturan perundang-undangan dibawah UU, seperti Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. kewenangan 
menguji baik secara materiil maupun formil peraturan perundang-
undangan di bawah UU berada pada Mahkamah Agung. 
Pengujian undang-undang secara materiil adalah pengujian materi 
muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang terhadap 
UUD. Pengujian ini untuk membuktikan apakah materi dalam suatu 
undang-undang baik berupa ayat, pasal atau bagian dari undang-undang 
bertentangan dengan materi UUD. 
Pengujian undang-undang secara formil adalah menguji 
pembentukan undang-undang apakah sudah sesuai dengan proses 
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pembentukan yang telah diatur dalam UUD. Perbedaan antara keduanya 
terletak pada objek pengujiannnya. Dalam pengujian secara materiil objek 
yang diuji adalah materi muatan yang ada dalam undang-undang. 
Sedangkan objek pengujian secara formil adalah proses pembentukan 
undang-undang. Kedua pengujian ini menggunakan dasar pengujian yang 
sama yaitu UUD. 
Dua pengujian, secara materiil maupun formil ini menunjukkan 
adanya kebutuhan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-
undangan, dalam hal ini adalah undang-undang, harus memperhatikan 
dua aspek yaitu materi dan proses. Salah satu aspek tersebut tidak dapat 
diabaikan begitu saja. 
Pengujian undang-undang dilakukan dengan proses yang diatur 
pada proses beracara di MK yang dimulai dengan pengajuan permohonan 
hingga sidang putusan diatur dalam Undang-Undang tersebut sesuai 
dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang  
Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia (PMK) No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam 
Perkara Pengujian Undang-Undang. Tahapan pengajuan dan 
pemeriksaan permohonan uji materil meliputi: 
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a. Sejarah Singkat Uji Materiil Peraturan di Indonesia 
Di Indonesia, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan 
merupakan diskursus hukum yang sudah lama berlangsung. Mulai dari 
saat pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada tahun 1945 
sampai dengan amandemen UUD yang dimulai pada tahun 1999, pada 
tahun 1970 secara resmi wewenang menguji peraturan diberikan kepada 
Mahkamah Agung melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (saat ini sudah 
digantikan oleh UU No. 4 Tahun 2004). Namun, wewenang yang diberikan 
kepada Mahkamah Agung hanyalah untuk menguji peraturan di bawah 
undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan 
lain-lain.70  
Sementara itu, undang-undang tidaklah dapat diuji. Di sinilah salah 
satu inti dari apa yang disebut “checks and balances”. Selagi amandemen 
terhadap UUD pada tahun 1999 dilakukan, akhirnya pada tahun 2001 
(amandemen ketiga), muncul ketentuan baru dalam UUD yang 
diamandemen. Ketentuan inilah yang berlaku pada saat ini. 
Di dalam UUD hasil amandemen diatur bahwa wewenang menguji 
undang-undang berdasarkan UUD diberikan kepada Mahkamah 
Konstitusi. Sedangkan wewenang untuk menguji peraturan di bawah 
undang-undang berdasarkan undang-undang, diberikan kepada 
Mahkamah Agung. 
                                                             
70  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id  (Diakses pada tanggal 11 April 2013 Pukul 14.47 WITA) 
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Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.71 
Melalui mekanisme ini, masyarakat luas mempunyai sarana untuk 
menguji suatu undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-
undang apabila dirasakan bertentangan dengan hak asasi manusia serta 
prinsip-prinsip konstitusional lainnya. Memang, perlu dicatat bahwa 
wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidaklah bersifat 
pro-aktif. Mereka hanya dapat menguji peraturan sesuai dengan 
wewenangnya, apabila ada permohonan dari masyarakat yang 
berkepentingan. 
b. Proses Pengujian Undang-Undang 
 Pemohon dan Materi Permohonan 
 
Bagian Kesatu  
Pemohon 
Pasal 3 
Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: 
                                                             
71
 Pasal 7, Bab III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. 
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a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang 
mempunyai kepentingan sama; 
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diatur dalam UU; 
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; 
d. Lembaga negara. 
Bagian Kedua 
Permohonan 
Pasal 4 
1. Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau 
pengujian materiil. 
2. Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan 
materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap 
bertentangan dengan UUD 1945. 
3. Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses 
pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian 
materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
Pasal 5 
1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh 
pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap yang memuat: 
a. Identitas pemohon, meliputi: 
− Nama 
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− Tempat tanggal lahir/ umur 
− Agama 
− Pekerjaan 
− Kewarganegaraan 
− Alamat Lengkap 
− Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada) 
b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang 
meliputi: 
- kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; 
- kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang berisi uraian 
yang jelas mengenai anggapan pemohon tentang hak dan/atau 
kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan dengan 
berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji; 
- alasan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 4, 
diuraikan secara jelas dan rinci. 
c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan 
pengujian formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), yaitu: 
- mengabulkan permohonan pemohon; 
- menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi 
ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945; 
- menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat 
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d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan 
pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), yaitu: 
- mengabulkan permohonan Pemohon; 
- menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 
dari UU 
- dimaksud bertentangan dengan UUD 1945; 
- menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 
dari UU 
- dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
e. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya; 
2. Di samping diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), permohonan juga diajukan dalam format digital yang 
disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, 
cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu.72 
 Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera MK 
Panitera MK yang menerima pengajuan permohonan akan 
melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi. Apabila dalam 
permohonan tersebut syarat-syarat administrasi masih kurang, maka 
pemohon diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam waktu tujuh hari 
setelah pemberitahuan mengenai ketidaklengkapan permohonan diterima 
oleh pemohon. Apabila dalam waktu tersebut pemohon tidak memenuhi 
kelengkapan permohonannya, maka panitera membuat akta yang 
                                                             
72 Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, Bab II Pemohon dan Materi, Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 06/pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian 
Undang-Undang. 
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menyatakan permohonan tidak diregistrasi dan diberitahukan kepada 
pemohon disertai pengembalian berkas permohonan. 
 Pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi (BRPK) 
Panitera melakukan pencatatan permohonan yang sudah lengkap 
ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Dalam waktu paling 
lambat tujuh hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK, MK 
menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden. Selain 
itu, MK juga memberitahu kepada MA mengenai adanya permohonan 
pengujian undang-undang dimaksud dan meberitahukan agar MA 
meberhentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang yang sedang diuji. 
 Pembentukan Panel Hakim 
Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi 
kepada Ketua MK untuk menetapkan susunan panel hakim yang akan 
memeriksa perkara pengujian undang-undang tersebut. 
 Penjadwalan Sidang; 
Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat 
dalam BRPK, MK menetapkan hari sidang pertama untuk sidang 
pemeriksaan permohonan. Penetapan ini diberitahukan kepada para pihak 
dan diumumkan masyarakat dengan menempelkan pada papan 
pengumuman MK untuk itu dalam situs MK 
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id  serta disampaikan kepada media 
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cetak dan elektronik. Pemanggilan sidang harus sudah diterima oleh 
pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat tiga hari 
sebelum hari persidangan. 
 Sidang Pemeriksaan Pendahuluan; 
Sebelum memeriksa pokok perkara, MK melalui panel hakim 
melakukan pemeriksaan pendahuluan permohonan untuk memeriksa 
kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, kedudukan hukum (legal 
standing) pemohon dan pokok permohonan. Dalam pemeriksaan ini, 
hakim wajib memberikan nasehat kepada pemohon atau kuasanya untuk 
melengkapi dan atau memperbaiki permohonan. Pemohon diberi waktu 
selama 14 (empat belas) hari untuk melengkapi dan atau memperbaiki 
permohonan tersebut. Nasihat yang diberikan kepada pemohon atau 
kuasanya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib 
persidangan. 
Dalam hal hakim berpendapat permohonan telah lengkap dan jelas, 
dan/atau telah diperbaiki, panitera menyampaikan salinan permohonan 
tersebut kepada Presiden, DPR dan Mahkamah Agung. 
 Sidang pemeriksaan pokok perkara dan bukti-bukti; 
Dalam sidang pleno dan terbuka untuk umum ini, majelis hakim 
yang terdiri dari sembilan hakim MK memulai pemeriksaan terhadap 
permohonan dan memeriksa bukti-bukti yang sudah diajukan. Untuk 
kepentingan persidangan, majelis hakim wajib memanggil para pihak yang 
berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta 
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keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan 
permohonan. 
Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam tahap ini meliputi: 
1. Pemeriksaan pokok permohonan; 
2. Pemeriksaan alat-alat bukti tertulis; 
3. Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; 
4. Mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD; 
5. Mendengarkan keterangan saksi; 
6. Mendengarkan keterangan ahli; 
7. Mendengarkan keterangan keterangan pihak terkait; 
8. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, 
dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang 
dapat dijadikan petunjuk; 
9. Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang 
diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik dengan 
alat optic atau yang serupa dengan itu. 
Setelah pemeriksaan tersebut selesai, maka para pihak diberi 
kesempatan menyampaikan secara lisan dan/atau tertulis paling lambat 
tujuh hari sejak persidangan terakhir, kecuali ditentukan lain dalam 
persidangan. 
DPR bersama dengan presiden sebagai pembentuk undang-
undang menjadi salah satu pihak dalam persidangan. Posisinya seperti 
termohon dalam persidangan umum. Dalam persidangan tersebut, DPR 
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harus memberikan keterangan, yaitu keterangan resmi DPR baik secara 
lisan maupun tertulis yang berisi fakta-fakta yang terjadi pada saat 
pembahasan dan/atau risalah yang berkenaan dengan pokok perkara. 
DPR dalam hal ini diwakili oleh pimpinan DPR dapat memberikan kuasa 
kepada pimpinan dan/atau anggota komisi yang membidangi hukum, 
komisi terkait dan/atau anggota DPR yang ditunjuk. Selanjutnya, kuasa 
pimpinan yang ditunjuk tersebut dapat didampingi oleh anggota komisi, 
anggota panitia dan/atau anggota DPR lainnya yang terkait dengan pokok 
permohonan.      
Sementara itu, Presiden sebagai mitra DPR dalam membentuk 
undang-undang dalam persidangan data memberikan kuasa dengan hak 
substitusi kepada Menteri Hukum dan HAM beserta para menteri dan/atau 
pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok permohonan. 
 Putusan 
Putusan MK diambil secara musyawarah mufakat dalam forum 
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)73. Apabila musyawarah tidak 
menghasilkan putusan maka musyawarah ditunda sampai dengan 
musyawarah hakim berikutnya. Selanjutnya apabila dalam musyawarah ini 
                                                             
73
Rapat Permusyawaratan Hakim (disingkat RPH) bersifat tertutup dan rahasia. Rapat ini 
hanya dapat diikuti oleh Hakim Konstitusi dan Panitera. Dalam rapat inilah perkara 
dibahas secara mendalam dan rinci serta putusan MK diambil yang harus dihadiri 
sekurang-kurangnya tujuh Hakim Konstitusi. Pada saat RPH, Panitera mencatat dan 
merekam setiap pokok bahasan dan kesimpulan. Dalam sidang Rapat 
Permusyawaratan Hakim (RPH), setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau 
pendapatnya secara tertulis.  
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masih belum bisa diambil putusan secara musyawarah mufakat maka 
putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketua sidang berhak 
menentukan putusan apabila mekanisme suara terbanyak juga tidak dapat 
mengambil putusan. 
Putusan MK berkaitan dengan pengajuan permohonan pengujian 
undang-undang dapat berupa: 
a. Dikabulkan, apabila materi muatan yang terdapat dalam undang-
undang melanggar UUD dan apabila pembentukan undang-undang 
tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang 
berdasarkan UUD; 
b. Ditolak, apabila dalam persidangan terbukti bahwa ternyata 
undang-undang yang oleh pemohon diajukan uji materil baik 
pembentukan maupun materinya tidak bertentangan dengan UUD; 
c. Tidak diterima, apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dalam 
undang-undang tidak dipenuhi. 
Apabila sebuah permohonan pengujian undang-undang dikabulkan, 
maka undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari sebuah undang-
undang yang diajukan tersebut  menjadi tidak berlaku. MK merupakan 
sebuah lembaga peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir serta putusannya bersifat final. Tidak ada upaya hukum yang bisa 
ditempuh para pihak yang tidak puas dengan putusan MK. 
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Sidang MK terbuka untuk umum, kecuali untuk permusyawaratan 
hakim. Setiap perkara selalu dilakukan oleh seluruh hakim konstitusi yang 
berjumlah sembilan orang, sehingga tidak ada pembagian perkara kepada 
majelis-majelis hakim. Sistem ini disebut full bench. Walau putusan 
diambil bersama-sama oleh kesembilan hakim, setiap hakim diberi hak 
untuk menyatakan pernyataan keberatan (dissenting opinion) atas suatu 
putusan yang sudah diputuskan bersama-sama, pernyataan ini dijadikan 
bagian tak terpisahkan dari putusan. 
Perlu untuk diketahui juga, bahwa pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan oleh 
Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi 
dasar pengujian peraturan tersebut sedang berada dalam proses 
pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah 
Konstitusi. Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap 
berlaku selama belum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-
undang tersebut bertentangan dengan UUD. Terhadap materi muatan 
ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang telah diuji tidak dapat 
dimohonkan kembali. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Psikotropika apabila dipergunakan secara tepat dalam dosis ataupun 
ukuran yang penggunaannya untuk pengobatan dan penelitian ilmiah 
memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Namun sebaliknya 
bila dipergunakan melebihi dosis ukuran akan menimbulkan berbagai 
macam gangguan kesehatan bagi si pemakai bahkan dapat 
menyebabkan kematian. Adanya psikotropika jenis baru yaitu 
cathinone di Indonesia merupakan ancaman yang besar bagi generasi 
bangsa, Konvensi  tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 
dan Psikotropika 1988 (United Nation Convention Againts Illicit Traffic 
on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) merupakan 
penegasan dan penyempurnaan dari konvensi-konvensi sebelumnya, 
sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran 
gelap narkotika dan psikotropika. Dengan meratifikasi konvensi 
tersebut Indonesia turut ikut serta berpartisipasi dalam pemberantasan 
peredaran gelap narkotika dan psikotropika dalam lingkup internasional 
maupun lingkup nasional. 
2. Pada Konvensi  tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 
dan Psikotropika 1988 (Convention Against Illicit Traffic on Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances, 1988) telah diatur penerapan 
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sanksi bagi pelaku penyalahgunaan cathinone dimana konvensi 1988 
memasukkan cathinone kedalam daftar narkotika golongan 1(satu). 
Namun, penerapan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan psikotropika 
jenis cathinone di Indonesia dimana cathinone merupakan psikotropika 
jenis baru yang belum di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika maka langkah yang dapat ditempuh adalah 
menyempurnakan undang-undang tersebut dengan langkah judicial 
rewiew sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang  Mahkamah Konstitusi. 
 
B. Saran 
1. Pemerintah seharusnya memiliki peran yang sangat penting dalam 
pengawasan penggunaan psikotropika dan narkotika, sebab 
pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam pengawasan 
pemakaian psikotropika dan narkotika agar tidak disalahgunakan 
dengan membatasi penjualan obat-obatan yang dianggap 
mengandung zat dari psikotropika dan narkotika. Indoneisia yang telah 
meratifikasi Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit Traffict in 
Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988) wajib untuk 
menguraikan dan membuatnya menjadi utuh dalam aturan 
nasionalnya. 
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2. Pemberantasan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika 
membutuhkan partisipasi dan dukungan yang lebih luas dari semua 
pihak seperti masyarakat, politisi, para penegak hukum, akademisi, 
tokoh masyarakat, dan pers dalam pemantauan dan pelaporan 
penyalahgunaan psikotropika dan narkotika  agar upaya penegakan 
Indonesia. Penyempurnaan terhadap produk-produk hukum khususnya 
mengenai psikotropika akan sangat diperlukan tidak hanya untuk 
memenuhi kekosongan hukum juga untuk mencegah lebih banyaknya 
korban terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika 
bergerak ke arah positif sesuai dengan harapan kita bersama. Dalam 
rangka untuk menegakkan hukum psikotropika dan narkotika harus 
ada upaya dan tekad untuk menghukum pelanggar sesuai dengan 
aturan yang berlaku. Serta pelaksanaan pemberantasan 
penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang meliputi berbagai 
bidang pelayanan kehidupan harus dikerjakan secara bersama-sama 
dan memerlukan suatu organisasi yang terkoordinasi. 
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